
I} Dipindai dengan CamScanner 

Menimbang a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat ( 1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daera.h, Pajak daerah dan 
retribusi daerah ditetapkan dengan undang­ 
undang yang pelaksanaan di Daerah diarur 
lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa regulasi yang mengatur pajak daerah 
dan retribusi daerah di Kabupaten Buton 
Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum yang ada sehingga 
per Ju dilakukan penyesuaian demi 
peningkatan pendapatan asli daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 94 
Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Anta.ra 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
seluruh jenis pajak daerah dan retribu i 
daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan 
daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak 
daerah dan retribusi daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertim bangan 
sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

BUPATI BUTON TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

BUPATJBUTON TENGAH 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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1. Pasal Hi nvat (6) Undang Undan D t 
Rcpublik Indonesia Tahun l 945, 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Pernbentukan Kabupaten Buton 
Tengah Di Provinsi Sulawc i Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587J 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6628); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

l)ru)rnh 1 enrang Pajak Daerah d n Retnbu I 

Dar roh. 

Mcngingat 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dima.ksud dengan: 
J.. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 
3. Pernerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pernerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang mcmegang 
kekuasaan pernerintahan negara Republik lndone ia yang 
dibantu oleh Wa.kil Presiden dan menteri sebagairnana 
dimaksud da1am Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

PasaJ 1 

BAB I 
KETEKTUAJI Ull1JII 

PAJAK Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI BUTON TENGAH 

dan 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BUTON TENGAH 

Dengan Persetujuan Bersama 

[Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
202 J Nornor 44, Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 6646); 

8. Pcraturan Pcrncrintah Nomor 4 Tahun 2023 
tcntang Pernungutan Pajak Barang dan .Jasa 
Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6846); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 35 Tahun 2023 
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nornor 85, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881). 
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•I. Pcmcrintahan Dacrah adalah pcnyck nggarnan urusan 
pemcnntahnn oleh Perncrintah Daerah clan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dacrah mcnurut asaa otonomi dan tugas 
pernbantuan dcngan prmaip otonomi seluas-Iuasnya dalam 
sistcm dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia 
sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

5 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Buton Tengah yang berkedudukan sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adaJab 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan un tuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenai Pajak. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, 
jasa, dan/ atau perizinan. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
retribusi tertentu. 

13. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara, BUMD, atau ba.dan usaha mili.k desa, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
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koper asi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, 
yavnsnn, organisasi massa, organisusi soaial politik, ata u 
organisasi lainnya, lcrnbaga dan bentuk badan lainnya, 
terrnasuk kontrok 111v ·stasi kolckt if dan bentuk usaha 
tetap 

14. Pajak Kcndaraan Bcrmotor yang selanjutnya disingkat PKB 
adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor 

15. Bea Balik Nama Kcndaraan Bennotor yang selanjutnya 
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hale milik 
kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak a tau keadaan yang terjadi karena jual beli, 
tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke daJam 
badan usaha. 

16. Kendaraan Berrnotor adalah semua kendaraan beroda 
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 
darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan. 

1 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dirniliki, dilruasai, dan/atau 
climanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman. 

19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di 
bawah permukaan Bumi. 

20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkatBPHTB adalah Pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

21. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak at.as tanah dan/ atau Bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 

22. Hak at.as Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, 
tennasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang 
pertanahan dan bangunan. 

23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat 
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir 
atas konsumsi barang dan/ at.au jasa tertentu. 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

24. B1111mg dan .Jnsu Tcrtenlu ndnlah barung dun jasa tert ·ntu 
·ang duual darr/utau discrahkan k ·pad:i konsurncn akhir, 

25. Makanan dau/ntau Mmurnan adalah rnakanan darr/utau 
rninuman yang diserliakan, chjual dan/atau diserahkan, 
bark secara langsung maupun tidak Iangsung, atau rnelalui 
pesanan oleh rcstoran. 

26. Restoran adaJah fasilitas penycdiaan layanan 
Makanan dan/atau 
Minuman dengan dipungut bayaran. 

27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang 
dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang 
didistribusikan untuk bermacarn peralatan listrik. 

28. Jasa Perhotelan adaJah jasa penyediaan akomodasi yang 
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, 
kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 

29. Jasa Parkir adaJah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan 
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, 
pennainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian 
un tuk dinikmati. 

31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan re.kla.me. 
32. Reklarne adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mernpromosikan, 
atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. 

33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 
Pajak atas pengarnbilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

34. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan 
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

35. Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan adalah Pajak 
atas kegiatan pengam bilan mineral bukan logam dan batuan 
dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi 
untuk dimanfaatkan. 

36. Mineral Buk:an Logam dan Batuan yang selanjutnya 
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang­ 
uruiangan di bidang mineral dan batu bara. 

37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. 
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~ Hrn ung Wnlt•t ndnlnh snrwn y(lng t rmasuk marga 
,,th, alrn, nuu . ol1111 alia lw hllnp hng,,, ,,,111 alia rnaxrn 1, 

ollocalin cs, ulnntn., clan ollo ilia Iinchi 
.N. ( lpsc·n adalah pun zutan tambahnn J>i1jek rnenurut per ntase 

ten mtu. 
40. Opscn P·1j~k fu ndarnan Berrnotor yang r.lonjutnya di but 

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Da rah ata 
pokok Ph..B scsuai dengan ketentuan pcra uran perundang­ 
undangan. 

41. Opscn Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 
dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

43. Jasa Umum adalah jasa yang disecliakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau Sadan. 

44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerint.ah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan 
karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izm kepada orang 
pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk 
pem binaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya 
alarn, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

46. Pemungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada wajib paja.k serta pengawasan penyetorannya. 

47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan 
kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja 
perangkat daerah pada satuan kerja pcrangkat daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 
pengecuahan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
pada umumnya. 
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Bagi.an Kedua 
PBB-P2 
Pasal 3 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) termasuk 
pennukaan Bumi hasil kegiatan rekJa.masi atau pengerukan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau 
pemanfaatan atas: 
a. Bumi dan/ atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor 

Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara 
lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau 
barang milik Daerah; 

b. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan 
semata-rnata untuk mclayani kepent.ingan umum di 
bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, 
pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan 
untuk tempat makarn (kuburan), peninggalan purbakala, 
atau yang sejenis; 

BAB II PAJAK DAERAH 
Bagian Kesatu 

Jenls PaJak 
Pasal 2 

Jcnis Pajak yang dipungut terdiri atas: 
a. PBB P2, 
b BPHTB, 
c. PBJT; 
d Pajak RekJame; 
e PAT; 
f. Pajak MBLB; 
g. Pajak Sa.rang Burung Walet; 
h. Opsen PKB; dan 
1. Opsen BBNKB. 
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(l) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) untuk dari satu objek PBB-P2 di satu 
wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu 
objek PBB P2 un tuk setiap Tahun Pajak. 

(4) NJOP sebagaimana dirnaksud pada setiap Wajib Pajak. 

Pasal 5 

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Hurni dan/ atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

Pasal 4 

11 lh1mi yu11g nu rupnkun 111111111 Ilndung, hutnn sunkn 
nlrun, 1l111m1 \.\I atn, tnrru111 JIO 1011nl, LDn rh 
pc"ngw 111h11lt1nn yung dikua u1 oleh de n, don ton rh 
ncgnm yanJJ bclum dibchuni 11nt11 hak: 

c, Bumi d11u/ut .tt1 Bung11tu1n yur,g digurink.an oleh 
perwnkilnn diplomat ik dun kon ul111 herdasarkan a a 
p< 1 lakunn nrnbnl halik; 

I. Bumi clan/ntm, Bangunnn yang digunakan 
ol •h badan atnu perwakilan Iembagn internasional yang 
ditetnpkan dcngan pcrnturan mcnteri yang 
mcnyelenggarakan urusan perncrintahan di bidang 
keuangan ncgara. 

g. Bum, dan/atau bangunan untuk jalur kcreta api, rnoda 
raya tcrpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu 
(light rail transit), atau yang sejenis; 

h. Bumi dan/otau bangunan tempat tinggal lainnya 
berdasarkan Njop tcrtenlu yang ditetapkan dengan 
keputusan Bupati; dan 

1. Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut pajak bumi 
dan bangunan oleh Pemerintah. 
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B saran pokok PBB-P2 ·ang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud 
d lam Pasal 5 ayat (1) dengan tanf PBB-P2 sebagaimana 
dimak ud dalam Pasal 7. 

Pasal 8 

Tarif PBB-P2 ditetapkan gal berikut: 
a. Tanf PBB-P2 dit pk n be r 0,3% {nol koma tiga persen) 
b. Tanf P8H-P2 untuk loh n produk i pangan dan temak 

diietapkan be r 0,2% tnol koma dun persen] 

Pa I 7 

( l) NJOP digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan 
paling rendah 20% (dua puluh persen] dan paJing tinggi 
100% (seratus perscn) dari NJOP setelah dikurangi NJOP 
t.idak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(3). 

(2) Penentuan besaran per entase sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan 
mempertimbangkan antara lain. 
a. Kenaikan JOP hasil penilaian; 
b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau 
c. Kla terisa i NJOP dalam satu Oacrah. 

(3) Besaran per nta ebagaimana dirnaksud pada 
ayol (1) dun pcrtirnbangan bagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) diatur dalam pcraturan Bupati. 

PasaJ 6 

(5) DaJam haJ Wajib Pajak memiliki atau rnenguasai Iebih ayat (I) 
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak 
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. 

(6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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(1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hale atas Tanah dan/atau 
Bangunan. 

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pemindahan hak karena: 

1. Jual beli; 
2. Tukar-menukar; 
3. Hibah; 
4. Hibah wasiat; 
5. Waris; 
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lain; 
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. Penunjukan pembeli dalam lelang; 

Pasal 11 

Bagian Ketlga 
BPHTB 

(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah 
Daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berada. 

(2) Termasuk dalarn wilayah pemungutan PBB- P2 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah 
tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada : 

a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di 
atasnya, dan 

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan 
perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung 
dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali 
pipa dan kabel bawah laut. 

Pasal 10 

( 1) Tuhuu Pajak PUB-P2 uitu jungka wuktu I ( aru) tahun 
kalcnd er. 

(2) Saat yang rnenentukan unt uk menghitung PBB-P2 yang 
tcrutang uitu rnenurut keadaan objck PBB-P2 pada tanggal I 
Januan. 

(3) Saal terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya 
kepernilikan, penguasaan, dan/ a tau pemanfaatan Bumi 
dan/ atau bangunan. 

I 1 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

q Pt lnksanunn put 11 1111 hakirn ynng mcmpunyai 
kekuntnn l111k11111 I •lup; 

I 0. Pengguhungnn usah«: 
l l. P,~1<-hw,,11 usahu; 
12. Pemekurnn usnha: atau 
13. Hadiah. 

h. Pcmbcrian hak baru karcna: 
l. Kelanjutan pclcpasan hak; atau 
2. 01 luar pelcpasan hak. 

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada a 'at (1) rneliputi: 
a Hak milik: 
b Hak guna usaha; 
c. Hak guna bangunan; 
d. Hak pakai; 
e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. Hale pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak 
atas Tanah dan / atau Bangunan: 
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, 

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang 
clicatat sebagai barang milik negara atau barang milik 
Daerah; 

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 
dan/atau untuk pelaksanaan pembangu.nan guna 
kepentingan umum; 

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional 
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau 
perwakilan lembaga tersebut yang cliatur dcngan 
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 

d. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (3) huruf h yaitu untuk kepemilikan 
rumah pertama dengan kriteria tertentu yang 
ditet.apkan oleh Bupati. 

e. Kritcria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diselaraskan dengan kebijakan pembenan 
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur 
oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 
perurnahan rakyat. 

12 
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Dipindai dengan CamScanner 

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek paja.k. 
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Harga transaksi untuk jual beli; 
b. Nilai pasar untuk tulcar menukar, hibah, hibah 

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan 
hukum lainnya, pem.isahan hak yang mengakibatkan 
peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan 
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 
pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar 
pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, 
pemekaran usaha, dan hadiah; dan 

c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah 
lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dunaksud 
pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada 
NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak burru dan 
bangunan pada tahun terjadmya perolehan, dasar 
pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang 
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada 
tahun terjadinya perolehan. 

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan 
nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai 
pengurang dasar pengenaan BPHTB 

Pasal 13 

( 1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Sadan yang 
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

(2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau B· dan yang 
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 12 

tint 11k p I va kllu n ,I I ploma I I k d n kon I I 
I 1•11hrnr11 knn o 1 p , lnku II I lmb 11 t lik, 

g Olrh 1H,m pnh ula 0t1111 hudn11 karen konv t , h k 
nrau k.111•11 p< rh11nln11 l111k11m lnin d •r1, n tid k d inya 
pc, ubnhan nnmn; 

h. Olt h orang pr ibarli atau Budan karcna akllf, 
1. 01< h oran pr ihncl, atau Badau yang digunakan untuk 

k I ntingan ibndah: dun 
.I· Untuk ma ya, ukat berpenghasilan r ndah trar 

dengan k itentuan peraturan perundang-undangan. 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 16 
(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: 

a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian 
pengikatan jual beli untuk jual beli; 

b. Pada tanggaJ dibuat dan ditandatanganinya akt.a 
untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, 
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 
lainnya, pernisahan ha.k yang menga.kibatkan peralihan, 
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran 
usaha, dan/ atau hadiah; 

Pasal 15 
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan care 
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat ( 1) setelah dikurangi nilai perolehan objek 
pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14. 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

Pasal 14 

(~l l:ksnrnyn nilui pcrolehun ohjc•l pnjnk t1dnk kcna pAJr.tk 
ditetapkan scbesa: Rp. R0.000.000,00 [delnpnn puluh JUla 
rupiah] unt uk perolchun link pcrtarnn W11Jil, Pajak d1 
wilayah Daerah tempnt tcrutnngnyn BPHTB. 

(6) Bcsarnya nilai perolehan obje k pajak tldak kcna pojak 
ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah] 
untuk perolehan hak kedua clan scterusnya di wilnyah 
Daerah tcmpat terutangnya BPHTB. 

(7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a 
angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang 
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, terrnasuk 
suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 
ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(8) Perolehan ha.k karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai 
perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

1,1 
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Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 19 

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau 
minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf 
a meliputi Ma.kanan dan/atau Minuman yang disediakan 
oleh: 
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan 

penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, 
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; 

b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 

Bag:ia.n Keempat 
P&JT 

Pasal 18 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau 
konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: 
a. Makanan dan/ atau minuman; 
b. Tenaga Listrik; 
c. Jasa Perhotelan; 
d. Jasa Parkir; dan 
e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

PasaJ 17 

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah 
daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. 

c Pada tnnggal P nerirna waris atuu ynng diberi kuas I 

ol h pcncrimn waris mcndaftar kun pcrnlihnn haknya k, 
knntoi bidang p irtunahnn untuk wari ; 

d. Pada tnnggal put usan pcngadilan yang mempunyai 
kckuatan hukum yang tetap untuk putusan hakirn; 

e. Pada tanggal diterbit.kannya urat keputu an 
pernberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah 
sebagai kelanjutan dari pelepa an hak: 

f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan 
pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar 
pelepasan hak; atau 

g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 
(2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/ atau 

Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat 
terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat 
ditandatanganinya akta jual beli. 

I', 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

PasaJ 21 

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas 
penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada 
penyedia jasa perhotelan seperti: 

Pasal 20 
(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna 
akhir. 

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; 
b. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 
sejenis; 

c. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri 
dengan kapasitas tertentu yang tidak memcrlukan izin 
dari instansi teknis terkait; dan 

d. Konsumsi Tenaga Listrik dikawasan khusus dan/ atau 
terpenciJ dengan mengguna.kan pembangkit tenaga 
listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Desa. 

I. Pt osc•H pcnyccliunn lml11111 bnku dun bnhan 
Ht'lc·n~uh jndi, pcmbuutnn, pcnyirnpanan, er ta 
pcnyujian bcrdnsnrkan l><'~m11u11; 

2. Pcnyujian dt loknsi yang diinginkan oleh pernesan 
dan berbedn dcngan loknxi dimana preses 
pcrnbuatan dun pcnyrmpanan drlakukan: dan 

3. pcnyajian dilakukan dengan otau ranpa peralatan 
dan petugasnya, 

(2) Yang dikecualikan dan objek PBJT sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) yaitu penyerahan rnakanan dan/atau minuman: 
a. Dengan peredaran usaha tidak rnelebihi Rp. 

2.000.000 (dua jut.a rupiah) perbulan. 
b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak 

semata-mata menjuaJ makanan dan/atau minuman; 
c. Dilalrukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; 

a tau 
d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan 

usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menuggu 
pesawat (lounge) pada bandar udara. 

I(, 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 22 
(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d 

meliputi: 
a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; 

dan/atau 
b. Pelayanan memarkirkan kendaraan [parkir valet). 

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya 
sendiri; 

c. Jasa tempat parkir yang diselengarakan oleh kedutaan, 
konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas 
timbal balik:. 

d. Jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk 
konsumennya tanpa dipungut bayaran. 

n, l toret: 
b. 1 lo~ld; 
c, Vtl,,; 
d, Pondok wisntu: 
c. MotC'I, 
f. Losmen, 
~· Wisrna pariwi ata; 
h. Pesanggrahan; 
1. Rumah penginapan / guesthouse / bungalow /resort 

/cottage, 
J. Tcmpat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; 

dan 
k. Glamping. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) rneliputi: 
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, 

pan ti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 
sejenis; 

c. Jasa tempat tinggaJ di pusat pendidikan atau kegiatan 
keagamaan; 

d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 
e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 

J7 
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Pasal 25 

(1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh 
konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: 

Pasal 24 

(1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang danjasa tertentu. 
(2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang 

melakukan penjuaJan, penyerahan, dan/ atau konsumsi 
barang dan jasa tertentu. 

( t) .lasu kcscnian chm I libur nn scbagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 18 hui uf em eliputi: 
a. Tontonan film atau bentuk tonronan audio visual 

lainnya yang dipcrtontonkan secara langsung di suatu 
lokasi tertentu; 

b. P rgelaran kesenian, musik, tan, dan/atau busana; 
c Kontes kecantikan; 
d. Kontes binaraga; 
e. Pameran; 
f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor: 
h. Permainan ketangkasan; 
1. Olahraga pennainan dengan menggunakan 

tempat/ ruang dan/ a tau peralatan dan perlengkapan 
untuk olahraga dan kebugaran; 

J. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana 
pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana 
perrnainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun 
binatang; 

k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan 
1. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 

uap/spa. 
(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan 

sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) yakni Jasa Kesenian 
dan Hiburan yang sernata- mata untuk: 

a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; 
b. Kegiatan layanan masyara.kat dengan tidak 

dipungut bayaran; dan/ atau 
c. Pameran yang diselenggarakan untuk pencarian dana 

kegiatan amal. 

PHRIII 23 

18 
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Pasal 26 

( 1) Nilai jual tenaga listrik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1) huruf b ditetapkan: 
a. Untuk. tenaga listrik yang berasal dari sumber 

lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik 
dihitung berdasarkan: 
1. Jumlah tagihan biaya/ be ban tetap di tam bah 

dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang 
ditagihkan dalam rekening listrik, untuk. 
pascabayar; dan 

2. Jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar. 
b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual 

tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, 
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian 
listrik clan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah 
daerah yang bersangkutan. 

(2) Berdasarkan nila.i jual tenaga listrik sebagaimana ctimaksud 
pada ayat (1) huruf a. penyedia tenaga listrik sebagai 
Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan 
PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau 
diserahkan. 

a. .Jurnlah pernbayaran yan~ diterirna oleh penyedia 
makanan dnn/atau minuman untuk PBJT atas 
makanan dan/atau minurnan; 

b Nilai jual tenaga hstrik untuk PBJT atas tenaga listrik; 
c. JumJah pcmbayaran kcpada penyedia jasa perhotelan 

untuk PBJT atas jasa perhoteJan; 
d. Jumlah pembayaran kepada penyelenggara ternpat 

parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan 
e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara 

jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa 
kesenian dan hiburan. 

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan 
harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah 
Daerah yang bersangkut.an. 

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis 
yang memuat nila.i rupiah atau mata uang lain, dasar 
pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau 
mata uang lainnya tersebut. 

I !J 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 30 

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah 
tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan 
jasa tertentu dilakukan. 

Pasal 29 

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat: 
a. Pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman 

untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman; 
b. Konsumsi/pcmbayaran at.as tenaga listrik untuk PBJT at.as 

tenaga listrik; 
c. Pembayaran/penyerahan at.as jasa perhotelan untuk PBJT 

atas jasa perhotelan; 
d. Pembayaran/penyerahan atasjasa penyediaan tempat parkir 

untuk PBJTatas jasa parkir; dan 
e. Pembayaran/penyerahan at.as jasa kesenian dan hiburan 

untuk PBJT at.as jasa kesenian dan hiburan. 

Pasa128 
Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27. 

( 1) Tnrif PB.IT sclx snr I 011111 (t·wpuh1h pers,·11) 
(2) Khusus tarif PB..JT atas iasa lnburun pudu d15k<,1' k, karnoke, 

kclab malarn, bar, dan mundi uap/spt1 ditetapknn •he nr 
40% [ernpat puluh persen. 

{3) Khusus tanf PBJT alas Tenaga Listrik untuk: 
a konsum i Tenaga Listrik dari sumber lain oleh lndustri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan 
sebesar 3% [tiga person]; dan 

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, 
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persenl 

Pn~ud 27 
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Pasal 32 

(1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribacli atau Badan yang 
menggunakan Reklame. 

(2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau 
Badan yang menyelenggarakan Reklame. 

Ba&ian KeUrna 

Pajak Reldame 
Pasul a I 

(l} Objek Pajak Reklamc yauu scmua pcnyelenggaraan Rcklame 
(2) Objek Pajak Reklamc sebagairnana dimaksud pad a ayat { 1) 

mehpun 
a. Reklame papan J billboard/ videotron/rnegatron: 
b. Reklarne kain; 
c. Reklame melekat/ stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame film/ slide; dan 
i. Reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni: 
a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, 
dan sejenisnya; 

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 
produk sejenis lainnya; 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bangunan dan/atau di dalam area 
tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, 
bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan 
Peratu.ran Bupati dengan berpedoman pada ketentuan 
yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau 
profesi tersebut; 

d. Reklarne yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; 

e. Reklame yang diselenggarakan dalarn rangka pekan 
budaya dan promosi Pendidikan; dan 

f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan 
politik, sosiaJ, dan keagamaan yang tidak disertai dengan 
ik1an komersiaJ. 

]l 
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Pasal 37 

( 1) Pajak RekJame yang terutang dipungut di wilayah Dae rah 
tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 

(2) Khusus untuk Reklarne berjalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang 

Pasal 36 

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat 
terjadinya penyelenggaraan reklame. 

Pasal 35 
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) dengan 
tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

Pasal 34 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima 
persen} 

Pus11I 3:l 

( 1) n.,~dr Pengcnuan Pajnk Rcklarne yuitu nllai WA Reklarne 
(2) n.,l un hat ~c:klarnc disclcnggaraken oleh pihak kctiga, nilai 

St'\\O Rt klnrnc scbagairnana dimuksud pada oyat ( I) 
ditctapkan b rdasarkan nilai kont rak Reklarne. 

{~) Dalam hal Reklarne diselcnggarakan sendlri, nilai 
sewa Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat f I) 
dihitung dengan memperhatikan faktor. 
a. Jenis, 
b. Bahan yang digunakan; 
c. Lokasi penempatan; 
d Waktu penayangan; 
e. Jangka waktu penyelenggaraan; 
f. Jumlah; dan 
g. Ukuran media Reklame. 

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai 
sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai 
sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

Pasal 40 

( I) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah. 
(2) Besamya nila.i perolehan air tanah sebagaimana dunaksud 

pada ayat (I) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan 
berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan 
oleh Gubemur sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Nilai perolehan Air Tanab scbagaimana climaksud pada 
ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga arr baku 
dengan bobot Air Tanah. 

(4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan 
pengendalian sumber daya Air Tanah. 

(5) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor­ 
f a.ktor berikut: 
a. Jenis sumber air; 
b. Lokasi sumber air; 
c Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. Volume air yang diambil dan/ at.au dunanfaatkan; 
e Kuaht.as air; dan 

Pasal 39 
(I) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah. 
(2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melalcukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

Pasal 38 
(1) Objck PAT yaitu pengambilan dan/atau pemonfaatan Air 

Tanah. 
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk: 

a. Keperluan dasar rumah tangga; 
b. Pcngairan pertanian rakyat; 
c. Perikanan rakyat; 
d. Petemakan rakyat; 
e. Keperluan keagamaan; dan 
f. Kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah. 

Bagi.an Keenam 
PAT 

dipungut di wiluvah Dn rah ternpat u aha penyel nggara 
Rcklame terdnftar, 

:.>3 
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Dipindai dengan CamScanner 

a as bes; 
b. batu tulis; 
c. batu setengah permata; 
d. batu kapur; 
c. batu apung; 
f. batu pennata; 
g. bentonit; 
h. dolornit; 
i. feldspar; 
j. garam batu (halite); 
k. grafit; 
I. granit/ andesit; 
m. gips; 
n. kaJsit; 
o. kaolin; 

Baglan Ketujuh 
Pajak IIBLB 

Pasal 45 

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang 
meliputi: 

Pasal 44 
Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah 
Daerah tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah. 

Pasal 43 

Saal tcrutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya 
pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

Pasal42 

Bcsaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dirnaksud daJam 
Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 41. 

Pu al 4 I 

Tarif PAT ditctapkan scbessr 20% (duu puluh persen]. 

r. Tingknt kerusakan lingkungan y;rng diukibatkan 
ok h pcngambilnn dun/ HlHU pemnnfantan :J1r. 
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Pasa146 
(1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Bad an yang 

mengambiJ MBLB. 
(2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang 

mengambil MBLB. 

Pasal 47 
(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil 

pengambilan MBLB. 

p k\1..,11: 
q. mngncsit; 
1. mikn: 
s. mnrm ·,; 
l. nitrat: 
u. obsidian; 

oker; 
w. pasir dan kcrikil; 

pasir kuarsa; 
perlit; 

z. fosfat; 
aa. talk> 
bb. tanah serap (fullers earth); 
cc. tanah diatom; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 
ff. tras; 
gg. yarosit; 
hh. zeolit; 
ii. basal; 
JJ. trakhi t; 
kk. belerang; 
11. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB· 
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak 

diperjual belikan/ dipindah tangankan; 
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik:/telepon, 

penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya 
yang tidak mengubah fungsi pennukaan tanah; dan 

c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang 
dibiayai oleh masyara.kat. 
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Baglan Kedelapao 

Pajak Saranc Bunmg Walet 

Pasal 52 

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan 
dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet. 

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan 
sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan 
negara bukan pajak; dan 

Pasal 51 

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah 
Daerah tempat pengambilan MBLB. 

Pasal 50 

Saa.t terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya 
pengambilan MBLB di mulut tambang. 

Pasal 49 

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana 
dirna.ksud dalam Pasal 48. 

Pasal 48 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lirna belas persen). 

(2) Nilai jual scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan perkalian volumc/tonase pengarnbilan MBLB 
dengan harga patokan trap- uap jerus MBLB 

(3) Harga patokan sebagaimana drrnaksud pada ayat (2) dihitung 
berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jerus MBLB 
pada mulut tarnbang yang bcrlaku di wilayah Daerah yang 
bersangkutan 

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 

26 
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Burung Walet yang 
pengambilan dan/ a tau 

Pasal 58 
Wilayah pemungutan Pajak Sarang 
terutang adalah wilayah Daerahternpat 
pengusahaan sarang burung walct. 

Pasal 57 

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada 
saat terjadinya pcngambilan dan/atau pcngusahaan sarang 
burung walet. 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung 
dengan cara rnengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang 
Burung Walet sebagairnana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) 
dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet. 

Pasal 56 

Pasal 55 
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima 
persen). 

Pnsnl 54 

( 1) Dasar pengenaun Pajak Sarang Burung Wulct akni nil i 
jual sarang Burung Walct. 

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagairnanu dlrnaksud 
pad a ayat ( l) di hi tung bcrdasarkan perkalian antnra 
harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku 
di Daerah dcngan volume sarang Burung Walct; 

(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuai hasil survei harga di daerah. 

[I] ~\ll~jc k Pujnk R1tn111g lhuurig Wal1·1 yo1t11 wnng pribadt 11 u 
Badon vung mclnkukun pf'T1ttllmb1l III dnn/ t u 
mengusnhakun ~n1 ung But ,111~ Wulc•I. 

(2) Wnjih PHj ik ~rn mg Burung Wulcl yoit u orang pribnd] tau 
Bnduu \,1\llR melnkuknn pengnmbilun den/ t \I 

mengusahaknn ~1-trf\nR Hurung Wnlt·t. 

Pnsnl 5:l 
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Pasal 65 

Wilayah pernungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah 
Daerah tempat kendaraan bennotor terdaftar. 

Pasal 64 
Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya 
PKB. 

Pasal 63 
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagairnana ctimaksud 
dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62. 

Pasal 62 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam 
persen). 

Pasal 61 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang. 

PasaJ 60 
( 1) Subjek pajak untuk Opsen PKB s bagairnana dimak ud 

dalam PasaJ 59 huruf a adalah orang pribadi atau Sadan 
yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 59 huruf a adalah orang pribadi atau Sadan 
yang memiliki kendaraan bcnnotor. 

Pn~nl59 

Opsen PKB dikcnaknn atas Pajak terutang dari PKH. 

Baglan Kea mbHan 
Opaen PKB 

7R 
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PasaJ 73 

( 1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau 
Sadan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas 
suatu jenis Pajak da1am I (satu) kurun waktu tertentu dalam 

BABW 
IIASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK 

Pasal 72 

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah 
wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. 

ditetapkan pada saat 
Pasal 71 

Saat terutangnya Opsen BBNKB 
terutangnya BBNKB. 

PasaJ 70 

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pcngenaan Opsen BBNK.B sebagairnana 
dimaksud dalam PasaJ 68 dengan tarif Opsen BBNKB 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 69. 

PasaJ 69 
Tarif Opsen BBNK.B ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam 
persen). 

PasaJ 68 

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang, 

Pasal 67 

(1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pnbacli atau 
Sadan yang menerimapenyerahan kendaraan bermotor. 

(2) WaJ1b Pajak untuk Opsen BBNKB adaJah orang pribadi atau 
Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. 

Opscn BONKO dike naknn etn!i Pujnk tcrutnng dari BBNKD. 

PH!4HI <,h 

8 at n K puluh 
Op.en RBNKB 

2' 
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( 1) Jenis Retribusi terdiri atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/ pelayanan barang 
dan/ atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang 
pribadi atau Badan oleh pemerintah daerah. 

(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana ctimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau penzinan 
yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta. 

Jenis clan Objek Retrihuai 
Pasal 74 

BAB IV RETRIBUSI 
Bagian Keaatu 

(2) Masa Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat ( J) merupakan 
jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang 
terutang untukjcms Pajak yang dipungut berdasarkan 
penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi 
Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk 
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala 
Daerah. 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang 
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 
sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

rnasa Pajak, dalarn Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak 
sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai perpajakan Daerah. 
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(1) Tarif Retribusi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
ditinjau kernbali paling lama 3 (tiga) t.ahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

Pasal 78 

Pasal 77 
(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk 
menghitung besamya Retribusi yang terutang; 

(2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, 
pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan 
dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunaan kurs 
pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan 
Negara untuk kepentingan perpajakan. 

(3) Tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan 
sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. 

Pasal 76 
Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi 
beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

Pasal 75 

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

Bagian Kedua 
Tata cara Penghitungan Retribusi 

(4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Sadan 
yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, 
dan/ a tau perizinan. 

(5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. 
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Pasal 79 
( 1) Jeni pelayanan yang merupakan objek Rctribusi 

Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 
( 1) huruf a yang dipungut rctribusi meliputi: 
a. pelayanan kesehatan; 
b. pelayanan kebersihan; dan 
c. pelayanan pasar. 

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi 
Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 
ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retnbusi meliputi: 
a. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan 
b. Retribusi pengendalian lalu lintas. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 
atau dibcrikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 
kewenangan daerah sebagaimana diatur dalarn peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pelayanan sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) tennasuk 
pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan 
oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur 
dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam 
peraturan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan dcngan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan pearturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan 
c. tidak menimbulka.n ekonomi biaya tinggi. 

(7) Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang 
membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati 
ditetapkan. 

Bagian Ketlga 
Retdbual JaK Umum 

perkcrnbaugan perekonomian, tanpa melakukan p narnbahan 
objck R trihu i. 

(3) Penetapan tarif Retribu i sebagairnana dirnak ud pada ayat 
(2) ditetapkan dalnm Pcraturan Bupati. 
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Pasal 82 

(I) Pelayanan Kebersihan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
79 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi : 
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari 

sumbemya kelokasi pembuangan sementara; 
b. Pengangkutan sarnpah dari sumbemya dan/atau loka i 

pembuangan sementara ke lokasi 
pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan 

c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan ak.hir 
sampah. 

(2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan 
kebersihan jalan umum, tarnan, tempat ibadah, sosial, dan 
tempat umum lainnya. 

(3) Tingkat penggunaan jasa sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) diukur berdasarkan jenis kategori surnber 
sampah, jangka waktu dan biaya penanganan ~ ampah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, tingkat 
kesulitan tindakan medis, jenis tindakan pelayanan medis 
dan pcnunjang medis sert.a sarana prasarana yang digunakan 
dalam pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehata.n 
milik Pemerin tab Dae rah. 

Pasal 81 

(l) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn Pa 
79 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di 
puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai 
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat 
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang djmjliki 
dan/ atau dik:elola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan 
administrasi. 

Pa 180 

(ll Subjek 1~ trihu i Jo a Umurn dalah Orang Pri 
Badan 1-111 m nggu11akan/n1enikma1i pcl yanan 
Umum. 

(2) Wajib Rctribusi Ja a Umum adalah Oran pnbadi u 
badan yang m mu rut per a tu ran penmdang undangan 
diwajibkan untuk mela.kukan pembayaran R tnbu i ata 
pelayanan Jasa Umum. 
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Pasal 86 

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang 
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b yang dipungut 
meliputi: 
a. Penyediaan tern pat khusus parkir di luar badan jalan; 
b. Penyediaan ternpat penginapan atau pesanggrahan atau 

vila; 
c. Pelayanan jasa kepelabuhanan; 
d. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan 

Bagian keempat 
Retribual J- Uaaha 

Pasal 85 
Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum tercantum dalam 
La.mpiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

Pasal 84 
{l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 

Jasa Umum ditetapkan dengan mernperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemarnpuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian 
atas pelayanan tersebut, 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi dan perneliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya 
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup 
sebagian biaya. 

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa 
umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. 

Pasal 83 

(l} P layanan Pa ar bagaimana dimak ud dalom Pasal 79 yat 
( l) huruf c yaitu pcny dlaan fa 11iro pasar 
trudisional/ seder hann, l srupa pclntaran, lo , kio yang 
dik Join Pemcrintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) diukur berdasarkan jenis pasar, jeni fa ilita dan 
jangka waktu pelayanan. 
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e. Pemonfaatan aset Daerah yung tida.k mengganggu 
pcnyelcnggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat 
Daerah dan/atau optimelisasi aset Daerah dcngan 
tidak mcngubah status kepcrnilikan sesuai dengan 
ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

(2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Ret.ribusi 
Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 
(1) huruf b yang tidak dipungut retribusi meliputi: 
a. pcnyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 

pertokoan, 
dan tempat kegiatan usaha lamnya; 

b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, basil bumi, 
dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam 
lingkungan tempat pelelangan; 

c. Pelayanan rumah pemotongan hewan temak; 
d. Penjualan basil produksi usaha pemerintah daerah; dan 
e. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di air. 
(3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan at.au diberikan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan jasa/ pelayanan yang diberikan dan 
kewenangan Daerah sebagaimana diatur daJam peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk 
pclayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(5) Detail rincian objek atas pelayanan yang dibenkan 
oleh BLUD sebagairnana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dila.ksanakan 
dengan ketentuan: 
a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi; 
b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan 
c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disa.mpaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemcrintahan di bidang Keuangan Negara, Mcnteri yang 
membidangi urusan pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja scjak Peraturan Bupati 
ditetapkan. 
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Pasal 90 

(1) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat ( 1) huruf c merupakan pelayanan 
kepelabuhanan pada pelabuhan disediakan, dimiliki, 
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur 
berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian 
fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/ atau volume 
penggunaanlayanan. 

Pasal 89 

(1) Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b 
adalah penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila 
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi 
pemakaian. 

PasaJ 88 

( l) Penyediaan tempat khusus parkir di Iuar badan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 86 ayat (1) huruf a 
adalah penyecliaan tempat khusus parkir cli luar badan 
jalan yang disediakan, dimiliki, dan/ at.au dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa cliukur berdasarkan waktu 
dan/atau jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus 
parkir. 

Pasal 87 

(I) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau 
Sadan yang menggunakan / menikmati pelayanan Jasa 
Usaha. 

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adaJah Orang Pribadi at.au 
Sadan yang menurut peraturan perundang-undangan 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 
pelayanan Jasa Usaha. 

36 

https://v3.camscanner.com/user/download


~ Dipindai dengan CamScanner 

Pasal92 
( 1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi orgarusasi perangkat 
daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat ( 1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik 
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan barang mili.k daerah untuk tujuan 
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan 
um um. 

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara 
penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan 
peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah 
berupa: 
a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; 
b. Kerjasama pemanfaatan; 
c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau 
d. Kerjasama penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan 
pemanfaatan barang milik daerah. 

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

undangan yang lebih tinggi; 
b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan 
c. Tidak menimbulkan ekonorni biaya tinggi. 

(5) Pelaksa.naan pemanfaatan barang miliki daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan barang milik daerah. 

Pnsn I ' I 

l t] 1\•ht\ .'\n. n l< mpat r krcusi, puriwi atn, dan olahraga 
sebngnirnana dlmnksud dalarn Pu nl 86 ayat (I) huruf d 
ctd~ lah pelayanan tcrnpnt rekrcasi, pariwisata, dan 
olahraga yang discdiakan, dimiliki, don/al.flu dikelola oleh 
Pernerintah Dnerah. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekrea i, 
pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan umur, jenls 
fasilitas dan frekuensi pelayanan. 
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Pasal 96 

(1) Subjek Retribusi Pcrizinan Tertentu adalah Orang Pribadi 
atau Badan yang menggunakan/ menikmati pemberian 
Perizinan Terten tu. 

Pasal 95 

( 1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek 
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 73 ayat (1) huruf c) meliputi: 
a. Persetujuan bangunan gedung; dan 
b. Penggunaan tenaga kerja asing. 

(2) Pelayanan sebagaimana climaksud pada ayat (1) disediakan 
atau ctiberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 
kewenangan daerah sebagairnana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Retribual Perizi.nan Tertentu 

PasaJ 94 
Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha tercantum daJam 
Lampiran n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal93 
(1) Prin ip dan sasaran dalam penetapan bcsarnya tarif Retribu i 

.Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk rnemperoleh 
keuntungan yang Layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(l) adaJah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan 
jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 
berorien tasi pad a harga pasar. 

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa 
usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai BLUO. 

(ll) Tm,~kal pcnggununn jasn 1wl:lynnnn r ·monfontor1 
ast t Oueruh diukur h •rdmmrk;rn j,·ni~ fm,ulitas dan frckucn I 

pemanfaaran. 
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Pasal 98 
(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 ayat ( 1) huruf b adalah 
pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 
asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
penggunaan tenaga kerja asing. 

(2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana 
penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang tida.k dikenakan pungutan 
Retibusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja 
asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, 
badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, 
dan jabatan tertentu di lembaga pendid.ikan. 

(3) Tingkat penggunaan jasa diukur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

Pasal 47 

(1) Pelayanan pcrnberian izin pcrsetujuan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a 
rneliputi pcnerbitan persetujuan bangunan gedung dan 
ertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan 

bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus 
untuk bangunan milik Pemerintah,Pemerintah Daerah, 
dan bangunan yang memiliki fungsi 
keagamaan/peribadatan, Tingkat penggunaan jasa diukur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
ketentuan peraturan penmdang-undangan rnengenai 
persetujuan bangunan gedung. 

(2) \v.,j,h P{ t t ihusi P,·, izinun T I tent u ud11IE1h Orang Pnh.irh atau 
Htldnn \,\Ilg 111c1H11 ut i:wn1111r1111 perundnng undangan 
diwajibknn untuk rm lnkuknn pcrnbayaran Retribu 1 ata 
pcmb •t inn Perizinan Tt•r tcntu. 
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Pasal 101 

(1) Jenis Pajak sebagairnana dimaksud daJam Pasal 2 huruf a, 
huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 
huruf c, huruf I, dan huruf g, merupakan jenis Pajak 
yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib 
Pajak. 

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan 
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
surat ketctapan Pajak Daerah, surat pemberitahuan pajak 
terutang, dan dokumen lain yang dipersamakan. 

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan 
jerus Pajak sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) rneliputi 

BABV 
PEIIUIIGUTAJI PAJAK DAJI RETRIBUSI 

Pasal 100 

Besaran dan struktur tanf Retribusi Perizinan Tertentu 
tercantum dalam Lampiran JII dan merupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dan Pcraturan Daerah mi. 

Pasal 99 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Perizman Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pembenan izin 
yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pernberian izm sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, 
pengawasan, penegakan hukurn, penatausahaan, dan biaya 
dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

(3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan Gedung, 
biaya penyelengara Biaya pcnyelenggaraan pemberian 
1Z1n mengacu pada ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai bangunan Gedung. 

(4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan 
tenaga kerja asing perpanjangan sebagairnana dimaksud 
pada Pasal 98 ayat ( 1), biaya penyelenggaraan pemberian izin 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 
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Pasal 102 
(1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan scndiri oleh wajib pajak sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 101 ayat (2) wajib mengisi SPTPO. 

(2) Pelaporan SPTPO sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setiap masa pajak. 

(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda. 

(4) Sanksi administrasi berupa denda sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3)ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah 
untuk setiap SPTPD. 

(5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana 
d.imaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali pajak 
yang terutang. 

(6) Sanksi adrninistrasi berupa denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3)tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami 
keadaan kahar (force majeure). 

(7) Kriteria keadaan kahar (force majcure) sebagaimana 
dimaksud pada ayat(6) meliputi: 
a. Bencana alam; 
b. Kebakaran; 
c. Kerusuhan massal atau huru-hara;dan/ atau 
d. Wabah penyakit. 

surat pcm bet itahuan Pajnk llfu•rf1h don dokurncn yang 
dirx rsarnaknn. 

(5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah ebags imana 
dimaksud pads ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap 
serta disarnpaikan oJeh Wajib Pajak kepada P merintah 
Daerah suai dengan kctentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(ol Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SK.RD atau 
dokumen lam yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen 
tercetak. maupun dokumen eJektronik. 

(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6)dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, 
surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran 
dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. 

Ill 
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Pasal 104 

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, 
pernbebasan, dan penundaan pembayaran ata poko 
dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pernbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau 
Waj1b Retribu i dan/atau objek Pajak atau objek Retribu i. 

(3) Kondisi WaJib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat 
dibcrikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran, mehputi 
a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemarnpuan 

secara ekonomis yang dibuktik n deng n laporan 
keuangan atau bukti Iainnya yang dapat dipersarnakan 
atau operasronal kegiatan tidak mendatangkan laba 

BABVI 
PEllBERIAlf KERINGANA.N, PEIIGURAKGAJII, PEIIBEBASA.11 

DAN PENUNDAAII PEIIBAY ARAN 

P< n atur nm ngenai: 
a. p< ndaftaran den pendataan; 
b. pen tapan besaran Pajak dan R tribu I ru n , 
c. pcmbayaran dan penyetoran; 
d. pclaporan: 
c. pcngurangan, pembctulan, dan pcmbata.lan kc tapan; 
r. pemerik an Pajak; 
g. penagihan Pajak dan Retribusi; 
h. kebcratan; 
1. gugatan; 
J· penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; 

dan 
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara 

pemungutan Pajak dan Retribusi. 

J d 
(2t K< 1,·ntucm 

R tribu I 

n 
J 

(1 t 
P 1 11 IO 
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Pasal 105 

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, 
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha 
di daerahnya. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengurangan, keringanan, dan pernbebasan, atau 
penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau 
sanksinya. 

(3) Insentif fi.skaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 
atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan 
pertimbangan, meliputi: 
a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; 

PEIIBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSJ DALAII 
RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI 

BAB VII 

keringanan, 
pembayaran 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian 
pengurangan,Pembebasan, dan penundaan 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

berdusurknn lnpnrnn kcunngun Wujib PaJak chm 
Rc.'l, ibusi: 

b. Wt\jib Pajak dan Retnbusi licluk m, rnpunyai harta 
kckayaan logi,dan/atau 

c. WaJib Pajak dan R tribuai dinyatakan pailit berdasarkan 
putusan pengadilan dan sctclah dllakukan penjualan 
harta, hasilnya Lidak rnencukupi untuk melunasi utang 
pajak dan retribusi 

(4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan 
keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan 
pembayaran, meliputi: 
a. Objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti 

gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan 
dan ta.nab longsor; 

b. Objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam 
merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah seperti virus pandernik yang menyerang 
manusia; dan / a tau 

c. Sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran 
dan wabah. 
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Pasal 106 
( 1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan 

Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: 
a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak; dan/ atau 
b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 
kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga 
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada 
waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan 
Bupati secara jabatan atau berdasarkan pennohonan Wajib 
Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami 
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak 
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 
waktunya. pelunasan Pajak pada waktunya. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada 

b. Knncl1s1 tcrtcnt u obj ·k Pnjuk, sepcrt i objek PUJHk terk na 
bencana alam, kcbaknran, dan/ruau pcny .bab lainnya 
yang terjadi bukan karcna adanya unsur kcsengajaan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak clan/at.au pihak lain 
yang bcrtujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 

c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha 
mikro dan ultra mikro; 

d. Untuk mendukung kebijakan Pernerintah Daerah dalam 
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 

e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalarn 
mencapai program prioritas nasional. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan 
pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal 
terse but. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 
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Pasal 107 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau 

BABVlII 
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK 

avat (4) dapat dib: rikun Hupnl1 berdas rrkan permohonar 
WAJ1b PRJnk yang clitctapkan dulnrn kc put usan Au pall 

(6) Dalnm p1·111br11011 fasilitas angsur on atau p nundaan 
pcm Inn arnn Pnjnk te, utang scbagaimana dirnaksud pada ayat 
(11), Bu pat i mrmperhatikan kepatuhan Wajib Patak dalarn 
pcmbayaran Pajak sclarna 2 (dua) tahun terakhir 

(7) Kcputusan Bupati atas permohonan Wa31b Pajak 
sebagairnana dimaksud pada ayat (51, dapat berupa: 
a. Mcnyetujuijumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan 
permohorian. 

b. menyctujui sebagian jumlah angsuran Pajak 
dan/ a tau masa angsuran atau lamanya penundaan yang 
dirnohonkan Wajib Pajak; atau 

d. menolak pennohonan Wajib Pajak. 
(8) Pcrsetujuan atau persetujuan sebagian angsuranatau 

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan 
huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% 
(nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang 
masih hams dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(4) meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan masala tau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai adrninistrasi dan tata 
cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 108 

(I) Pejabat PegawaiNegeri sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 

BABIX 
PEIIYIDIKAN 

pckcrjaannya untuk rnenjatankan ketcntuan peraturan 
perundang-undangan di bidang per pnjakan Daerah 

(2) Larangan cbagairnana dimak ud pads ayat ( J) berlaku 
juga terhadap tenaga ahh yang ditunjuk oleh Bupati 
untuk m mbantu daJam pelaksanaan k tentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l)dan ayat (2) adalah: 
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai 

saksi a tau ahli dalam sidang pengadilan; dan 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh 

Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat 
lembaga negara atau instansi Pemerintah yang 
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 
Keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan 
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti 
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang 
ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara 
pidana atau perdata, atas pennintaan hakim sesuai dengan 
hukum acara pidana dan hukwn acara perdata, Kepala 
Daerah dapat memberi.kan izin tertulis kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l),dan tenaga ah1i 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),untuk memberikan 
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib 
Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama 
tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara 
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan 
keterangan yang diminta. 
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dimnksud dnlnrn Und11ng lJmlfHlK rrwng,•11,11 ffukum A er 
P1dnn.1 

(2) Pen idik scbugaimuna dimaksud padn ,ly 11 ( J) adalah 
pcJHlMt pcgawni ncgcri q1p1l tertentu rt, Iingkungan 
P rncrintah Dnernh yang dinngknt ok h pcjab .. t yang 
berwenaug sesuai dengnn ketcntuan p r aruran pcrundang­ 
undangan. 

(3) Wew nang penyidik sebagaimana dirnaksud pada Ryal (l) 
adaJah: 

a. Menerima, rnencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Sadan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

c. Mernin ta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pernbukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang 
dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana di bidang pcrpajakan Dacrah dan Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperi.ksa sebaga.i tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
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Pasal 111 

Tindak pidana di bidang perpajalcan Daerah tidak dapat dituntut 
apabila telah melampaui jangka waktu (5) tahun terhitung sejak 
saat pajak terutang atau masa pajak berak.hir atau bagian Tahun 
Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 110 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam 
dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam 
dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Pasal 109 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga 
merugikan Keuangan Daerah. diancam dengan pidana sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABX 
KETERTUAK PIDANA 

perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dcngan 
ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
mcmberitahukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan 
hasil penyidikannya kepada penuntut umum melaJui 
penyidik pejabat Po 1 isi Negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
mengenai Hukum Acara Pidana. 
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Pasal 114 
(1) Hasil penerimaan opscn PKB dialokasikan paling sedikit 

10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau 
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana 
transportasi umum. 

(2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialoka ikan 
paling sedikit 10% [sepuluh persen] untuk penyediaan 
penerangan jalan umum. 

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi 
penyediaan dan pemeliharaan infrastru.ktur penerangan 
jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga 
Listrik un tuk penerangan jalan urn um. 

(4) Hasil penerimaan PAT scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf c, dialokasikan paJing sedikit 10% (scpuluh 
perscn) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan 
pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam 
Daerah yang berdampak terhadap kuahtas dan kuantitas air 
tanah, meLiputi: 
a. Penanaman pohon 
b. Pembuatan lubang at.au sumur resapan 
c. Pelestarian hutan atau pepohonan, dan 
d. Pengelolaan hmbah 

BABXI 
KETENTUAK LAIN-LMX 

Bao.an Keaatu 
Penerim••u ~ak yaq DiarahbD Penga..n.aan.nya 

Pasal I 13 

D nda sebagairnana dirnaksud dalam Pa I I 00, P 110, 
Pasal 111, dan Pasal 112 mcrupakan pendapatan n ra. 

undnn an 

P IIJ2 

0 

n t u I na et nhh y n 
dimak ud d lnm P I I 07 

an pldann berd 
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Pasal 117 

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 116, hanya dapat dilaksanakan 
sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai 
penghasilan aparatur sipil negara yang telah 
mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi 
pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Pasal 116 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak 
dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 
kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Bagian Ketiga 
lnaentif Pemungutan Pajak clan Retn"buai 

PasAI 115 

(1) Pcmanfaatan dari penerimaan rnasing-rnasing jcnis Retribusi 
diutamakan untuk mcndanai kcgiatan yang bcrkaitan 
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang 
bersangkutan. 

(2) Penenmaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh 
BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan peraturan bupati. 

Baglan Kedua 
Pemanfaatan Penerlmaan Retrlbual 
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Pasal 120 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Pcraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 

2016 teruang Reuibu i Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten But.on Tengah Tahun 2016 Nomor 4); 

b. Peraturan Daerah Kabupalen Buton Tcngah Nomor 2 Tahun 
2016 ten tang Retnbusi Pelayanan Kepclabuhanan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 5 ); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pajak Rek.lame (Lembaran Daerah Nomor 6 
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 6 ); 

d Pcraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 
2016 tentang PaJak Rcstoran [Lernbaran Dacrah K.abupaten 
Buron Tcngah Tahun 2016 Nomor 7), 

e, Peraturan Dacrah Kabupeten Buton Tengah NomoT 5 Tahun 
2016 tentang Bea Perolehan Hak Ataa Tanah Dan Bangunan 

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua peraturan 
pclaksana.an yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, 
dmyatakan m ih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan 
tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 119 

BABXID 
KETElfflJAJf PENUTUP 

PasaJ 118 
( 1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Waj1b 

Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah 
iru diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur 
mengenai pajak dan retribusi yang diundangkan sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini. 

(2) Khusus ketentuan meng nai pajak MBLB,Opsen PKB dan 
Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggaJ 5 Januari 2025. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik 
daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan pcrjanjian 
masih tetap berlaku sampai berakhimya masa perjanjian. 

BAB XII 
KETEKTUAN PERALIHAN 
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(Lernbaran Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Daerah 
Nomor 8) 

f. Peraturan Daerah Kabupalen Buton Tengah Nomor 6 Tahun 
2016 tenta.ng Pajak Mineral Bahan Logam Dan Batuan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 
Nomor 9 ); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tcngah Nomor 7 Tahun 
2016 tentangf'ajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buron Tengah Tahun 2016 Nomor 10 ); 

h. Peraturan Daerah Kabupatcn Buton Tengah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 11 ); 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 9 ); 

j. Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan 
Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah 
Tahun 2016 Nomor 13) 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 
Tahun 2018tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buron Tengah Tahun 2018 Nomor 21 ); 

I. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 
Tahun 2018tentang Retnbusi Pelayanan Pada Pusat 
Kesehatan Masyarakal Dan Jaringannya Di Kabupaten 
Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah 
Tahun 2018 Nomor 32); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 
Tahun 2018tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 3 ); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 20 l 8tcntang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah 
Tahun 2018 Nomor 36 ); 

o. Pcraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 13 
Tahun 2018t.entang lzin Proyek (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 37); 

p. Pcraturan Daerah K.abupaten Buton Tengah Nomor l 
Tahun 2019 ten tang Retribusi Tera / Tera Ulang (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Daerah Nomor 
39); 

q. Peraturan Daerah Kabupat.en Buton Tcngah Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Rctribusi Pclayanan Pasar (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 40); 
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r Pt mruran On rah Kabupatcn Huton Teng; h omor 3 
Tuhtm 20 l 9t<·ntnng lzin U aha Perikanan [Lernbaran 
Dru ruh KR bu paten But on Tcngah Tahun 20 I 'J Nomor 4 J ). 

s. Pcraturan Da rah Knbupaten Buton Tcngah Nomor 4 
Tahun 20 I g t ntang Rerribusi Izin M ndirikan 
Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Buron Tengah 
Tahun 2019 Nomor 42); 

t, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nornor 9 
Tahun 2019tentang Pengelolaan Sampah [Lembaran 
Daerah Kabupaten Bu ton Tengah Tahun 2019 Nomor 4 7 ); 

u. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 
Tahun 2019 ten tang Rencana Keparawisata.an (Lem baran 
Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 48 ): 

v. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 
2020 Nomor 55); 

w. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 56); 

x. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di 
Rumah Sa.kit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 57); 

y. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 
Nomor 58); 

z. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 
Nomor 67 ); 

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 
Tahun 2021 tentang lzin Usaha Sarang Burung Walet 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 
Nornor 68 ); 

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah 7 Tahun 2021 
tentang lzin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 69); 
dicabut dan dinyatakan tida.k berla.ku. 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 
2024 NOMOR :)O 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : f / ~ / \O 'l'-1 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal 4 Januari 2024 
SE KABUPATEN BUTON TENGAH, 

Ditetapkan di Labungkari 
Pada Tanggal 4 Januari 2024 

.P 

Pasal 122 

( 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku saat diundangkan. 
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah mi dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Tengah. 

Pnsal 121 

Peraturan pclnk anaan dnri Perat uran Daerah rm h ru 
duetapkan paling lama 1 (satu) tahun lr.rhitung jak P eraturan 
Daerah mi diundangkan. 
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Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh turnpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya 
berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah 
provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan 
sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 
menurut asas otonorni dan tugas pembantuan. Urusan 
Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah 
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan 
Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab 
Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah 
merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang 
berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak 
dapat berjaJan sendiri-sendiri, Hal ini menuntut adanya 
sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka 
pencapaian tujuan bemegara. 

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 
provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan 
Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan 

I. UMUM 

PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETR1BUSI DAERAH 
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sdanvn hul>1111 nn w • euan rlnn hubun ke n n 
~< uru d ng ,, amanut l'asal J 8A 11y t (2l IJnd ng Und n 
nn ar N nm l{c>publ1k tndon ·s1a I'ahun 1/ 45, hubungnn 
kcuangan, pelnynnan urnum, rta pernanf atan umber d y 
alam clan surnbcr da n lainnya antara P merintah d n 
Pcmcrintah Dacrah diutur dan dilaksannkan 

s nm adil dan selaras t rdasarkan Undan Undan 
Untuk m laksanakan arnanat Pasal I 8A ayat (21 Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
ter but drsusunlah Undang-Undang tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan 
Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah ini juga didasarkan 
pada pemikiran perlunya menyempumakan pelaksanaan 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan 
berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentana 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan 
sebaga.i upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya 
nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang 
transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan 
pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahtcraan 
masyarakat di seluruh pelosok Negara Kcsatuan 
Republik lndonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar 
utama, ya.itu: mengembangkan sistem Pajak yang 
mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, 
mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminunalkan 
ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD 
dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan 
kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal 
antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan 
fiskaJ. 

Pernberlakuan otonomi dacrah melalui Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun2014 sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah 
Pusat Dan Pemerintahan Daerah berirnbas pada berbagai 

er, 
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:wkto1 kehidupan ht, musynrukat, dinntar nyo ktor 
kcunngan. Snluh Ml u ur usan dnlarn penyetenggsraan uru m 
pcmcrintuhan yang disc r ahkan keparla daerah yanu PaJRk 
Daerah don R tribusi Daerah, Pajak Da roh dan Retribu I 

Dacrah yang merupakan kcbiiakan d entroh n i fi kal 
p merintah pusat yang ditujuknn dalarn rangka 
meningkatkan kcmampuan keuangan dserah (local taxing 
power) dan kapasitas fiskal (ft cal capacity) daerah untuk 
menjalankan setiap urusan yang dilirnpahkan kepada daerah. 

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut 
pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor l 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka 
mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, 
Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk 
memungut Pajak dengan penguatan melalw restrukturisasi 
jenis Pajak, pemberian sumber-surnber perpajakan Daerah 
yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan 
hannonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

Restru.kturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 
(lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis 
Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk 
menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak 
daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan 
pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga 
manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan 
biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan 
Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan 
berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi 
perpajakan.Salah satu haJ baru yang diatur terkait pajak 
yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level 
pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PK.B, 
BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen at.as PKB dan BBNKB 
sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak 
provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian 
Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena 
penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta 
memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan 
memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut 
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Pasal 1 
Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

Pasal 3 

Ayat (l) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Culrup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4) 
Huruf a 

II. PASAL DEMJ PASAL 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya 
kepastian hukum dan tertib dasar pcraturan perundang­ 
undangan dalarn pemungutan Pajak daerah dan retribu i 
daerah maka dipandang perlu menetapkan Pera.tu.ran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

mturan l>n, r h ma 
fl 11 l l f pa J er turnn O er h • bupaten B 
lt rknit pajak dacrah don r rribu 1 do t h 
berdnsarkan Unden -Undang Nomor 2 
tt ntang Pajak De rah den Retribu 1 D 
~ny mpurnaan dilakukan den n men 
kctcntuan dalam Undang-Undang Nomor 
tentang hubungan Keuangan Antara merintah Pu 
dengan Pernerintahan Daerah, diantaranya: 
a. Pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan r tnbu I 

daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah; 
b. Rephkasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jeni pajak 

yaitu PBJT; 
c. Pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB; 
d. dihapusnya beberapa jenis retribusr, 
e. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi da1am 

rangka mendukung kemudahan berinvestasi: dan 
f. Kcrahasiaan data wajib pajak. 

ndm n 
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Pasal 4 
Cukupjelas 

Pasal 5 
Cu.kup jelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

a. Kenaikan NJOP hasil penilaian; 
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan 
NJOP basil penilaian rnisal, dalam hal 
pemerintah daerah mclakukan pemuktahiran 
NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang 
sangat signifikan, maka dapat diberikan 
persentase dasar pcngcnaan PBB-P2 yang dapat 
disesuaikan secara bertahap. 

b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/ atau 
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk 
pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak 
yang digunakan sernata-mata untuk tempat 
tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- 

Cukup jelas. 
Huru.f i 

Cukup jelas. 
Huru.f h 

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau 
Bangunan untukjalur kereta api, moda raya 
terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya 
terpadu (Light Rail Transit), atau yang 
sejenis" adalah jalur rel yang digunakan 
sebagai infrastruktur perhubungan untuk 
moda berbasis rel dimaksud, tida.k termasuk 
area lain pada stasiun seperti kantor, gedung 
parkir, lounge, fasilitas makan/ minum, dan 
fasilitas hiburan di stasiun. 

~!J 

'uk ip j ilus, 
l luruf b 

Cukup jetas. 
Huruf c 

Cukup jelas, 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 
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Contoh: 
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa: 
• Tanah seluas 800 m2 dengan hargajual Rp300 OOO,­ 

/rn2; 
• Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,­ 

/m2; 
• Taman seluas 200 m2 dengan nilaijual Rp50.000,-/m2; 
• Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar l ,5 m 

dengan nilai jual Rpl 75.000,-/m2. 
Besamya pokok pajak yang terutang adalah sebagai 
berilrut: 
1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,- • 

Rp240.000.000, 
2. NJOP Bangunan: 

a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,- • 
Rpl40.000.000,- b. Tarnan 200 x Rp 50.000,- = 
RpJ0.000.000,- 
c. Pager ( 120 x 1,5) x Rp 175.000,- =Rp 
31 500.000,- Total NJOP Bangunan .. 
Rp 181.500.000, Nilai Juel Objek Pajak 1'idak Kena 
Pajak • 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak 
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena 
Pajak sebesar Rpl0.000.000,- (sepuJuh juta rupiah). 

n a akan It blh rend h dib ndm n d n n 
chick p nk nn digun 1 an untuk krpcrl m 
kornc ml 

, . la t, n >P dalarn atu h 
kabupntenj kota 

ontoh perfirnhan an rda r m l ten I 

NJOP dalarn atu ila ah Kabupa n/Kota 
misal, Kabupaten A dapat menyu un 
klasrerisasi sebagai bcrikut: 

N,JOP < Rp X juta rnaka per nta da r 
pengenaan PBB P2 besar6CY'-k. 

- NJOP Rp X juta - Rp Y rniliar maka persenta 
dasar pengenaan PBB- P2 sebesar 80%. 

- NJOP > Rp Y miliar maka per enta 
dasar pengenaan PBB-P2 sebesar lOO°A>. 
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Cukupjelas 
Pasal 15 

Cukupjelas 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu 
antara lain waris atau hibah wasiat yang berla.ku pada 
kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di 
mana tanah/bangunan yang diperoleh tida.k dapat 
dijuaJ atau harus diwariskan kembali. 

Rp I 0.000 000, Niloi .Jual hnngunan Kena Pajak • 
Rp 17 I 500.000, 

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak • 
Rp4 l l 500.000,- 

4. Tarif pajak efektif yang 
ditetapkan dalam Pcraturan 
Daerah 0,3%. 

5. PBB terutang: 0,3% x Rp4 l l .500.000, • 
Rpl .234.500,- 
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Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Huruf a 

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan 
dan/ atauMinuman: 

l. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan 
minuman kepada konsumen. Roti diproduksi 
dari tempat lain (pabrik roti), kemudian 
didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual 
kepada konsumen. Toko Roti A tidak 
menyectiakan meja, kursi, dan/ atau peralatan 
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, 
Toko Roti A tidak memenuhi kriteria 
Restoran, sehingga atas penjualan roti dan 
minuman yang dilakukan tidak terutang 
PBJT, melainkan merupakan objek pajak 
pertambahan nilai. 

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di 
Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman 
kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat 
lain [pabrik roti], kemudian didistribusikan 
melalui Toko Roti B untuk dijual kepada 
konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya 
kepada konsumen, Toko Roti 8 menyediakan 
meja dan kursi kepada konsumen untuk 
menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

lturuf h 
"ukup j ·lnA. 

Hut uf c 
Cukup [clns. 

I luruf d 
"ukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jclns. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan "surar keputu n 
pemberian hak untuk pemberian ha.k baru di 
luar pelepasan hak" adalah surat keputu n 
pemberian hak baru yang menyebabkan 
terjadinya perubahan nama. 

Huruf g 
Cukupjelas 
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Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukupjelas 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Culrup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukupjelas 

Hurufb 

dlmnk url 11u•111p •ktHl Re lor an rhmggrJ t 
pt njualan rolt dun rnmurnan yang dil ikuk in 
1<•1 utnng Pl JT bukan r1hJ k paJ k pertarnb han 
mini 

3. Toko Rot I d< ngan rnerck dngang H pada Pu t 
P rtokoan Y di Kota Z rnclakuk n produk I 

(pro s pernbuatan non pen zolahan bahan 
mcnjadi roti) sekaligu pt nJ Jedan rou kepada 
konsumen. Toko drmaksud hanya m lakukan 
pembuatan dan pcnjualan Jang ung kepada 
kon umen tanpa rnenyedrakan meja, kur i, 
dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. 
Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak 
memenuhi kriteria Restoran sehingga atas 

4. Penjualan roti dan minuman yang dilaJrukan 
tidak terutang PBJT, melainkan rnerupakan 
objek pajak pertambahan nilai. Dengan 
demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki 
rnerek dagang yang sama, dapat terjadi 
perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung 
pada pelayanan riil toko roti apakah hanya 
menjual (distribusi) atau memberi.kan pelayanan 
selayaknya Restoran 
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Cukupjelas 
Pasal 23 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Cukup jelas. 
Hurufc 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan "permainan 
ketangkasan" adalah bentuk pennainan yang 
berada di dalam kawasan arena dan/atau 
taman bermain yang dipungut bayaran, baik 
yang berada di dalam ruangan maupun di luar 

Pasal 22 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

I luruf e 
Cukup jelas, 

lluruf f 
Cukup jelas. 

lluruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan "ternpat tinggal pnbadi 
yang difungsikan se bagai hotel" adalah rumah, 
apartemen, dan kondorninium yang disediakan 
sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi 
hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan 
(kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan). 

Huruf k 
Cukup jelas. 
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Cukupjelas 
Pasal 25 

Cukupjelas 
PasaJ 26 

Cukupjelas 
Pasal 27 

Cukupjelas 
Pasal 28 

Cukupjelas 
Pasal 29 

Cukupjelas 
Pasal 30 

Cukupjelas 
Pasal 31 

Cukupjelas 
Pasal 32 

Cukupjelas 
Pasal 33 

Cukupjelas 
Pasal 34 

Cukup jelas 
Pasal 35 

Culrup jelas 
Pasal 36 

Cukupjelas 
Pasal 37 

Pasal 24 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

r uun] n t-c·pC"r tr permuman dmg d ,ng, lcmp r 
bola I e dnlnm k ·1 t1t1J mg, paintball, d n 
~t bagnlnya. 

Hun1I i 
Y·mg dirnnksud clcngan "olahr gs 
permainan" adalah ntuk per waun ruang 
dan alat olahraga scperti ternpat kebugr ran 
lfitness center], lapangan Iutsal, lapangan tem , 
kolam rcneng, dan sebagainya yang dikenakan 
bayaran atas penggunaannya. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Hurufl 
Culrup jelas. 

f,', 
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Cukupjelas 
Pasal 40 

Cukupjelas 
Pasal 41 

Cukupjelas 
Pasal 42 

Cukupjelas 
Pasal 43 

Cukupjelas 
Pasal 44 

Culrup jelas 
PasaJ 45 

Cukupjelas 
Pasal 46 

Cukupjelas 
Pasal 47 

Cukupjelas 
Pasal 48 

Cukupjelas 
Pasal 49 

Cukupjelas 
Pasal 50 

Cukupjelas 
PasaJ 51 

Cukupjelas 
Pasal 52 

Cukupjelas 
PasaJ 53 

Cukupjelas 
Pasal 61 

Cukupjelas 
Pasal 62 

Cukupjelas 
Pasal 63 

Cukupjelas 
PasaJ 64 

Pasal 39 

Cukup jelas 
Pasal 38 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "pernanfaatan" adalah 
kegiatan penggunaanAir Tarrah di sumbcmya tanpa 
dilakukan pengambiJan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Cukup Jc las 
p l :-.1 I (,[) 

Cukup J<'la~ 
Pt.al b6 

ukup jelas 
P. al 67 

ukup jelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal 69 

Cukupjelas 
Pasal 70 

Cukupjelas 
Pasal 71 

Culrup jelas 
PasaJ 72 

Cukupjelas 
Pasal 73 

Cukupjelas 
Pasal 74 

Cukupjelas 
Pasal 75 

Cukupjelas 
Pasal 76 

Culrup jelas 
Pasal 77 

Culrup jelas 
Pasal 77 

Cukupjelas 
Pasal 78 

Cukupjelas 
Pasal 79 

Culrup jelas 
Pasal 80 

Culrup jelas 
Pasal 81 

Cukupjelas 
Pasal 82 

Cukupjelas 
Pasal 83 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "kios" adalah bangunan di 
Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang 
dipergunakan untuk memperdagangkan barang 
dan/ atau Jasa. 
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Pasal 89 
Cukupjelas 

Pasal 90 
Culrup jclas 

Pasal 91 
Cukupjclas 

Pasal 92 
Cukupjclas 

Cukupjelas 
Pasal 85 

Culrup jelas 
Pasal 86 

Cukupjelas 
Pasal 87 

Cukupjelas 
Pasal 88 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "ternpat khusus park:ir di 
luar badan jalan" adalah tempat khusus park:ir di 
luar ruang milik jalan. 
Contoh tempat k.husus parkir di luar badan jalan yang 
disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah: 
1. Tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor 

pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor 
gubemur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD); 

2. Tempat parkir yang disediakan di gedung atau 
bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh 
Pemerinta.h Daerah, seperti pada rurnah sakit, 
pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana um.um 
lainnya milik Pemerinta.h Daerah. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal 84 

Yang dimnksud dengan .. los" adalah ternpat lx rjualan 
dalam bangunan tetap tanpa drbatasi dmding 
yang dipergunakan untuk rnernperdagangkan 
barang dan/ at.au jasa. 
Yang dimaksud dengan .. pelataran" adalah lapangan 
atau tempat terbuka di Pasar TradisionaJ yang 
dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang bersifat tidak permanen. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 
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PasaJ sa 
Cukupjelas 

Pasal 94 
Cukupjelas 

Pasal 95 
Cukup jelas 

Pasal 96 
Cukupjelas 

Pasal 97 
Cukupjelas 

Pasal 98 
Cukupjelas 

Pasal 99 
Cukupjelas 

Pasal 100 
Cukupjelas 

Pasal 101 
Cukupjelas 

Pasal 102 
Cukupjelas 

Pasal 103 
Cukupjelas 

Pasal 104 
Cukupjelas 

Pasal 105 
Culcup jelas 

PasaJ 106 
Cukupjelas 

Pasal 107 
Cu.kup jelas 

Pasal 108 
Cukupjelas 

Pasal 109 
Cukupjelas 

Pasal 110 
Cukupjelas 

Pasal 111 
Cukupjclas 

Pasal 112 
Cukupjelas 

Pasal 113 
Cukupjclas 

Pasal 114 
Cukupjclas 

Pasal 115 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 
NOMOR TAHUN 2024 

Cukup jelas 
Pasal 116 

Cukupjelas 
Pasal 117 

Cukupjelas 
Pasal J 18 

Cukupjelas 
Pasal 119 

Cukupjelas 
Pasal 120 

Cukupjelas 
Pasal 121 

Cukupjelas 
Pasal 122 

Cukupjelas 
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Dipindai dengan CamScanner 

JENIS LAY ANAN SATUAN TARIF 
a Persalinan Normal di Faskes oleh1'im Perpasien 1,000,000 dengan 1 Dokter umum dan 2 Nakes 

yang kompet.en 
b Persalinan Normal di Faskes olehTim Perpasien 800,000 dengan minimal 2 Nakes yang kompeten 

t!llnn,:i Dokter umurn 
c Besaran Tarif Paket Persalinan dengan 

ernergensi Dasar (PuskesmasPONED) 
- Lama perawatan 2 hari Perpasien 1,250,000 
- Lama perawatan 3 hari Perpasien 1,500,000 

3. PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL 

JENIS LAY ANAN SATUAN TARIF 
1 Perawatan Rawat Inap Perhari 250.000 
2 Perawatan Bavi Perhari 20,000 ·- 

2. PELAYANAN RAWAT INAP (PUSKESMAS RAWAT INAP) 

NO JENIS LAYANAN SATUAN TARJF 

1 Pelayanan rawat jalan di Poliklinik 

a IPemeriksaan dilakukan oleh Dokter / Perpasien 10,000 
tDokter gigi 

b Pemeriksaan dilakukan oleh Perpasien 8.000 
Perawat/ Bidan 

2 Pelayanan rawat jalan gawat darurat 
~ UGD/IGD 

a Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter / Perpasien 15,000 
Dokter gigi 

b Pemeriksaan dilakukan oleh Perpasien 13.000 
Perawat/ Bidan 

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarna (FKTP) / Puskesmas dan 
J aringannya 

1. Pelayanan Rawat Jalan 

A. Tarif Pelayanan Kesehatan 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM 

LAMPIRAN I 

PF'RATURAN DAERAH KABUPATr•:N BU'TON TfJNGAJ I 
NOMOR I TAIIUN 2024 

TENTANG PAJAK DAERAI I DAN RJ<:fRJAUSJ DAEJ<Al I 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

JENIS LAYANAN SATUAN TARlf°l -...- - 
I Tindakan Medil{ Kecil : 

- Mantoux Test Pertindakan 80,000 
- Biopsi (pengambilan jaringan) Pertindakan 80,000 
- Fine Neddie Aspiration (FNA) Pertindakan 80,000 
- Dilatasi Phimosis Pertindakan 80,000 
- Eksisi Clavus Pertindakan 80,000 
- Eksisi Keloid < 5 cm Pertindakan 80,000 

6. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KECIL DAN TlNDAKAN MEDIK SEDANG 

000 
000 _...., 

F JENIS LAYANAN SATUAN TARI 
a Pelayanan Protesa Gigi : 

- 2 (dua) rahang gigi Per-Tindakan 900, 
- I (satu) rahanggigi Per-Tindakan 450, 

5. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 

JENIS LAYANAN SATUAN TARIF 
a Pemasangan Implan Pertindakan 105,000 I 

' b Pemasangan IUD Pertindakan 105,000 
c Pencabutan lmplan Pertinda.kan 105_,000 
d Pencabutan IUD PertindakaJl 105,000 
e Suntik KB PertindakaJ, 20,000 
f KontrollUD Pertindakan 25.000 

Pelayanan KB 
g MOP /Vasektomi/Tubektomi Pertindakan 370,000 

Penanganan Komplikasi KB Pasca 
h Persalinan Pertindakan 125,000 

4. PELAYANAN KONTRASEPSI MANDIRI 

Pcrtinda.kan 
Pertindakan 
Pertindakan 

25.000 
125.000 
150.000 

h Pelayanan Kebidanan lainnya: 
a. Pcmeriksaan IV A 
b. Pemeriksaan Pap Smear 
c.Terapi Krio (Bagi IVA Positif) 

g Pelayanan lbu Nifas dan Bayi Baru Perkunjung 
Lahir (Se U8..I standar 4 kali kunjungan). an 

60 000 

0,000 P rkunjung 
in 

P rk mjung 
nn 

Perkunjun 
an 

0000 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

·~~ 
Ektirpum Krstn Atcrorna/Lipoma/ Perl indakan 80,000 

- Gunghon < 2 cm ,- - - Ektraksi Kuku Perundakan 80,000 ,- 
- Oranulorna ~o_genikum Pertrndakan 80.000 ,_ ,_ 

Pasan_gl_An kat Jahitan Iuka Pcrtindakan 80,000 
- Pasan_g GiJ?S Pertmdakan 80,000 - - Punksi Ascites Pertindakan 80.000 

-- 

- GanlJ Balut Pertindakan 80,000 -- - Perawatan Luka Tanpa Jahitan Pertindakan 80,000 ~- - - - - ,--- 
- Pemasangan lnfus Pertindakan 80,000 
- Perawatan Luka Bakar Ringan Pertindakan 80,000 
- Hectin_&_!_-51diluar wajah) Pertindakan 80,000 
- Buka Jahitan Luka 1Affhecting) Perti ndakan 80,000 
- Angkat K-Wire Pertindakan 80,000 
- Cabut zizi tanpa kornpilkasi per~iizi Pertindakan 80.000 
- Tambal zizi sementa~r 2i1Zi Pertindakan 80,000 - - Cabut zizi susu Pertindakan 80000 
- Excisi Abses Pertindakan 80,000 
- Mummifikasi Pertindakan 80,000 
- Kumbah Lambung Pertindakan 80,000 
- Vazinal Toucher Pertindakan 80,000 
- Rechtal Toucher Pertindakan 80,000 

Perawatan saluran akar gigi + pulp Pertindakan 80,000 
- Perziei 
- Alergi test/ Patch Test Pertindakan 80,000 
- Condilorna Accuminata Pertindakan 80,000 
- lnieksiKenacort/ Gan2lion Pertindakan 80,000 
- lnsisi Furunkel/ Abses Pertindakan 80,000 
- Nekrctomi Pertindakan 80,000 
- Roser Plasty Pertindakan 80,000 
- Veruka Vulzaris Pertindakan 80,000 
- Epilasi BuJ u Mata Pertindakan 80,000 
- Corous Alienum Pertindakan 80,000 - - Sondaze Canalculi Lacrimalis Pertindakan 80,000 
- Spooling Bola Mata Pertindakan 80,000 
- Funduscoov I retinoscoov I tonometry Pertindakan 80,000 
- Pasana Pisarium Pertindakan 80,000 
- Pasana/ angkat tampon Pertindakan 80.000 
- Belog tampon Pertindakan 80,000 
- Cuci Sinus (Perawatan) Pertindakan 80,000 
- Punksi Hematoma Telinga Pcrtindakan 80,000 
- lrigasi Telinga Pertindakan 80,000 
- Tindik Daun Telinga Pertindakan 80,000 
- Parasentense Telinga Pertindakan 80,000 
- Penzobatan Epistaksis Pertindakan 80,000 
- Reoosisi Trauma Hidung Sederhana Pertindakan 80,000 
- Lanuloplasti Pertindakan 80.000 
- Businasi Pertindakan 80,000 
- Pasana Kateter Pertindakan 80,000 
- 1 Water Drinking Test Pcrtindakan 80.000 
- Electn Convulsive Therapy (ECT) Pertindakan 80,000 
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Dipindai dengan CamScanner 

JENIS LAYANAN SA TUAN TARIF 
1 Pemeriksaan Darah Rutin 

a Darah Lengkap Pertindakan 55,000 
b Kadar Hematologi/Hemoglobin (Hb) Pertindakan 10,000 
c Hitung Leucosit/WBC Pertindakan 12,000 
d Hitung Jenis Leucosit Pertindakan 15,000 
e Hitung Eritrosit/ RBC Pertinda.kan 10 000 
f Hematokrit/ HT Pertindakan 10,000 
g Laju Endap Darah/ LED Pertindakan 10,000 

Trombosit/ PLT - h Pertinda.kan 15,000 
l Retikulosit Pertinda.kan 15,000 

7. PELAYANAN PEMERIKSMN LABORATORIUM SEDERHANA 

- ,~ 
] Psikornctri Scdcrhuna 

- - 
~ 1- P,· rtindu kan 1-~0<JO 
2 I'mdakan Mcdik Sedang 

~ 
,_ ,_ - 
- 1-- 

Sirkumsisi Tanpo Pcnyuht Pertindakan 200,000 - Eks1s1 Keloid > 5 cm Pcrtindakan 200LOOO - 1- - - _,_ - - - Eksterpasi Kista Aterium/ Lipoma/ Pertindakan 200,000 
Ganglion Tan a Pen~ll l --- - Insist Abses Glutca Pertmdakan 200,000 

- Perawatan Luka Multi le Pertindakan 200.000 -- - Amputasi Jari Per Jari Pertindakan 200,000 
Perawatan Luka Bakar sedang tanpa Pertindakan 200,000 

- Penvulit I 

- Vena Section Pertindakan 200,000 
Injeksi Varices/ Haemorrhoid (Tidak Pertindakan 200,000 

- termasuk Obat) 
- Apek Reseksi Pertindakan 200,000 
- Fraktur Dental Pertindakan 200,000 
- lnsisilntra Oral Pertindakan 200,000 
- Pencabutan Gigi dengan Komplikasi Pertindakan 200,000 
- Pembersihan Karanz lrigi/ Rahang Pertindakan 200,000 
- Penambalan Tetap per Gizi Pertindakan 200,000 
- Epulis Pertindakan 200,000 
- Derrnabrasi Pertindakan 200,000 
- Neuro Fibroma Pertindakan 200,000 
- Nevus Pertinda.kan 200,000 
- Skin Tang Pertinda.kan 200,000 
- Tandur Kulit Pertindakan 200,000 
- Chalazion Pertindakan 200.000 
- Insisi Hordeolum/ Granuloma Pertindakan 200,000 
- Jahit Luka Palpebra Pertinda.kan 200,000 
- Punksi Lumba! Pertindakan 200,000 
- AspirasiPneumothoraks Pertindakan 200,000 
- Pemberian Sitostatika Pertindakan 200,000 
- Fisioterapi denzan alat (4x tinda.kanl Pertinda.kan 200,000 
- Terapi Okupasi (dilalrukan 4x} Pertindakan 200,000 
- Terapi Wicara (dila.kukan 4x) Pertindakan 200 000 
- lnsisi AbsesTHT Pertindakan 200,000 
- Punksi Kandunz Kemih Pertindakan 200,000 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

J Wuk111 P, Hlnruhrrn/Blr, chug 'l'mw Per I inrlnknn J0,00 
k Wok tu l'crnlx kun~ Cloll 1111;; r mw P, r I indnknn J O,OOfi 

- =,- 
1 Rumpl• ~1 11d P1•11111dn ka n 10,000 ,~ 
rn (1(,lung rn l)n, 11 h f',·, I inrlr. ken J s.ooo 

k-" ·-~ n Mularill/ DD~ Pert lndaksn I 5,000 - ·~--- ~,~= 
2 I' -rncriksnnn Urme - - ,_ ·- - - ~ ~ 

8 Ut inc lengknp P ·rt indaknn 30,000 ,_ ,- ,~ L 

b AlbuminLprotem Pert inrlakan 7/JOO ,~ .__ ,_ 

c RC'duk~1/gh.1ko~a P ertindakan IOLOOO 
f- - ·-·- d Urobihnogcn Pcrtindakan 7lJ00~ 
'- 

e Brhrubin Pertindakan 7.000 ,_ - -- f Darah Pertindakari 7,000 - 
g Sedimen Pertindakan 10,000 ·- 
h Keiernihan Pertmdakan 7,000 - 
i Ke ton Pertmdakan 7,000 
j Nilrit Pertindakan 7,000 
k Ph Pertindakan 7,000 - l Teskeharnilan Pertindakan 15,000 

3 Pemeriksaan Feses 
Feses Lenzkan 

- 
a Pertindakan 15,000 - 
b Bakteri Pertindakan 10,000 
c Kecacinzan Pertindakan 10,000 
d Mikroskoois Pertindakan 7,000 
e RectalTouche/ Darah samarfeses Pertindakan 45.000 

. 4 Pemeriksaan Baktertotozi 
a BTA (3x) Pertindakan 35,000 
b Gonorhoe Pertindakan 20,000 - 
c Kus ta Pertindakan 20,000 

5 PemeriksaanKlinis 

A Glukosa Darah : 
- Kadar Gula Sewaktu/ GOS Pertindakan 20,000 

- Kadar Gula Puasa/ GDP Pertindakan 20,000 
- Kadar Gula 2 jam PP I GDPP Pertindakan 20,000 
- Kadar Gula Whole Blood Pertindakan 30,000 

B Perfil Lipid : 
- Cholesterol Total Pertindakan 45,000 
- Trizliserida Pertindakan 50,000 
- Cholesterol HDL Pertindakan 45,000 
- Cholesterol LDL Pertindakan 60,000 
- Total Lipid Pertindakan 25,000 

c Faal Hati: 
- SGOT Pertindakan 30,000 
- SGPT Pertindakan 40,000 
- Bilirubin Indirect Pertindakan 28,000 
- Bilirubin Total Pertindakan 28,000 
- Protein Total Pertindakan 35,000 

Albumin - - Pertindakan 40,000 
D Faal Ginial : - 

- Ureum Pertindakan 30,000 -~ 
- Kreatinin Pertindakan 30,000 ._____ - _..__ 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

NO JENlS Pl~LAYANAN SATUAN TARIF 
1 Paramedis/Pcrawat/Bidan 30.000,- 

LPelayanan Rawat Darurat: 

8. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

JENIS LAYANAN SATUAN TARIF 
Rujukan denzan Mobil Ambulance 
Pengantoran/ pcnjemputan pasien 
rujukan: 
- Jaraktempuh dibawah atau sama 

dengan 5 km Per ruiukan 150,000 
- Jika jarak ternpuh diatas 5 km maka 

Dikenakan tarnbahan tarif P rkilorne- 
per kilometer Ter 5,000 

10.PELAYANAN RUJUKAN PAS1EN 

JENIS LAYANAN SA TUAN TARIF 

a Pernakaian Oksiaen {02J tabunz Perliter /menit 373 - ·- - 
b Pemakaian Oksizen (02) listrik/ clektrik Perhari 15.000 

9. PELAYANAN PEMAKAIAN OKSIGEN KONSENTRAT 

-- - - 
JENIS LAYANAN SA TUAN TARIF 

A Doooler Pertindakan 25,000 
-_ 

B Pemeriksaan USG (Ultra Sonozrafil Pcrtindakan 65,000 
c Pemeriksaan ECG (Elektro Cardiozrafil Pertindakan 70,000 

8. PELA YANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG LAIN NY A 

t---+---+----t R!P.id Tes Antibodrf-=-A.::.::.n.:...:.t:..i t.:.:.e;..:.nr-_-~P;....;e:..;;.rt.=i.:.....n-'-dak.;...;.;....;a-'-n- .,_9_0_.__0_0_0_ 
- Cholinesterase Pertindakan 60 000 

Pert.indakan 20,000 
Test HIV Pertindakan 60 000 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

7.Pelayanan Tindakan Luka Dcngan .Jahitan (Heeling): 

rso JENIS PELA YANAN SATUAN TARIF 
..____ 180.000,- 1 INKUBATOR Perhari 

2 INFANTWARMER Perhari 150.000,- 

6.Pclayanan Perawatan dalrun lnkubator 

NO JENIS PELA YANAN SATUAN TAR1F 
1 PAVILLJUN/ VIP Pcrhari 260.000,- 
2 KELAS I. Perhari 156.000,- 
3 KELAS II. Perhari 78.000,- 
4 KELAS Ul. Perhari 59.000,- 
5 TCU / JCCU / HCU / PICU / NJCU Perhari 195.000,- 
6 Perawatan Bayi Baru Lahir (Rawat Perhari 88.500,- 

Ga bung) 

7 Pcrinatologi Perhari 195.000,- 
8 tsolasi Perhari 156.000,- 

6.Akomodasi Kelas Perawatan: 

NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARJF 
1 Obscrvasi per Jam Perpasien 250.000,- 

(Maksimal 6 jam) 

5.Pelayanan Observasi Dan Akomodasi Rawat Darurat: 

NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF 
1 Tenaga Gizi7Nutrionis Perpasien 25.000,- 
2 Dokter Ahli GJZt. Perpasien 85.000,- 

4.Pelayanan Konsultasi Pelayanan Gizi: 

3.Pelayanan Visitc/Konsul Rawat lnap [Perhari]: 

2 

2.Pclayanan Rawnt Jnlan: 
Nt) --=-=="'===-"=""~~~"'""""'~~~~~~.....-=-,,-==-~.,,_-,--=,-;--:==-==~-. 
I 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

NO JEN IS PE LAY ANAN SA TUAN TARIF 
1 Sunu Pcrtindakan - Intra Vena (IV)/hari 9.000,- 

- Intra Muscular (IM), Subcutan, 30.000,- 
lntracutan -- 2 Pasang lnfus Pertindakan - Bavi clan Lansia 45.000,- 
- Dewasa 42.000 - 

3 Pasang Bidai. Pertindakan 37.500,- 
4 Pasang Kateter. Pertindakan 42.000,- 
5 Terapi Nebulizer. Pertindakan 75.000,- 
6 Suction. Pertindakan 42.000,- ... 
7 Spoling. - - - - 45.000,- Pertindakan 
8 Pasang Sering Pump. Pertindakan 75.000,- 
9 Pasang oz L Han Pertindakan 9.0uu,- 

-Oksigen Tabung 373/Ltr 
-Oksigen Listrik 15.000/Hr 

10 Injcksi Keloid<2 Cm Pertindakan 75.000,- 
11 Pasang NGT / OGT Pcrtindakan 90.000,- 
12 Bougienasi. Pertindakan 97.500,- ·- 13 Ekstraksi Kuku. Pcrtindakan 52.500,- 
14 Necrotomi Kecil. Pertindakan 97.500,- 
15 VisumEt Repertum. Pertindakan 52.500,- 
16 Aff Heeling. Pertindakan 22.500,- 
17 Aff Kateler. Pertindakan 15.000,- 
18 Perawatan Luka Bakar Ringan Pcrtindakan 45.000,- 
19 Insisi Pcrtindakan 37.500,- 
20 Irigasi telinga Pertindakan 22.500,- 
21 Tindik Telinga Perti ndakan 60.000,- 

22 Pasang Gips Pertindakan 75.000,- 
23 Pasang elastic verbancl Pertindnkan 22.500,- 
24 Pemberian obat suposuroria Pertindakan 15.000,- 
25 Pasang Infuse Pump Pertindakan 75.000,- 
26 Tindan keperawatan (TTV, dll] Pertindakan 9.000,- 
27 Diabetic Foot ( Perawatan Luka) Pertindakan 45.000,- 

9.Pelayanan Tindakan Kccil: 

8.Pclayanan Tindakan Luka Tanpa .Jahitan: 
NO JENIS PELA YANAN SATUAN 

l Pengobatan Iuka dcngan Pertindakan 
Verban 

2 Pengobatan Iuka tanpa Pertindakan 
Vcrban 

TARIF 
22.500,- 

SA l'U/\N 
P rtindakan 
Pc1 tindaknn 
Perrindakan 

.Jahiian 

NO 
I 
2 b IO .Jnhitnn 

11 15 .Jahitan 
4 };> 20 jahitnn dikcuakan bmya 

tambahan per jahitan 

f / IUf• 
60 000, 
120 000, 
150.000, 
10.000, 

18 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

~SA TUAN -- TARJ~ NO Jl~NIS PELA YANAN - I VisurnEt Rcpcrtum Mayat. Pertindakan 225.000 
.__.. 

Pcmcnl<saan V1sus 138.000 2 Kegiatan 
~ Pcmeriksaan Sitt Lamp Kegiatan 138.000 
4 Ekstraksi Corpu Alineum Pertindakan 142.500 
5 Pen~kuran Tekanan Intra Pertindakan 142.500 

Oku er - 6 Eksisi Pcrtindakan 150.000 
7 lncisi Kclopak Mata Pertindakan 172.500 
8 810ps1 Pertindakan 180.000 
9 Blass Funcue. Pertindakan 180.000 
10 Eksterpasi. Pcrtindakan 225.000 -- 300.000 11 Resusitasi. Pertindakan 
12 VenaSeksi. Pcrtindakan 225.000 
13 Kurnbah Lambung. Pertindakan 180.000 
14 Visum Et Rcpertum Mayat di Pertindakan 300.000 

~ D~TTn 
15 Arnputasi Jari. Pcrtindakan 225.000 
16 Pasang Monitor Pertindakan 150.000 
17 Sirkumsisi [Anastesi Lokal) Pertindakan 525.000 
18 I Perawatan Luka Bakar Derajat Pertindakan 225.000 

I Sedang 
19 Perawatan Iuka bakar derajat Pertindakan 375.000 

hPc:~r 
20 Punksilumbal Pertindakan 375.000 
21 Pungsi Pleura Pertindakan 375.000 

Pungsi Asites - 375.000 22 Pertindakan 
23 WSD Pcrtindakan 1.200.000 
24 Pengangkatan Tumor jaringan Pertindakan 1.500.000 

LunaksScm tanpa pcnyu.lit 
25 Pcngangkatan Tumor jaringan Pertindakan 1.500.000 

Lunakzficm atau dengan penyulit 

26 Cabut Sclang WSD Pertindakan 150.000 

27 lntubasi Pertindakan 375.000 
28 Ekstubasi Pertindakan 150.000 

·- 
29 Pleurocliasis Pneumothorax Pertindakan 525.000 

30 lrigasiPleura Pertindakan 400.000 
31 TINA Pertindakan 525.000 
32 Bronkoskopi Pertindakan 1.000.000 
33 Bronkoskopi+Sikatan+Bilasan Pertindakan 900.000 

+ Biopsi 
34 BronkoskopidenganBall Pertindakan 900.000 

10. Pela •unan Tindakan Scdang 

[ 

28 An Gips Pcrtindakan 50.000,- 
2'_9..-.1-P-c-mas-a-ng_a_1_1 s=-prdk Pcrtindakan 50.000,- 

~--+--------t 
30 Rawnt Stoma Pcrtinclakan 30.000,- ~--~-~~~~-i-- 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

3 uret, ncisi, tsisi, 
Opcrculcctomy, Epulis, 
Frenectorn . 

00.000,- 
375.000,- 

120.000 
225.000 

300.000- 

TARIF 

Pertindakan l 0.000,- 

12.Pelayanan Tindakan lstimewa Gigi dan Mulut: 

NO JENIS PELAYANAN SATUAN 1 am a an ,tgnTCunng --P-e-rt...,...i1-1d_ak_a_1_1 _ 
i.i.x-eu 
l.2.Sedang 
1.3.Besar 

1---2.,,,._---+-,,,,-..on tectomv (Im paKSt - - Pertindakan 
Molar 3RB: 

NO - -SA TUAN TARIF JENIS PELAYANAN ,.____1 - r:Pencabutari'{Extraksl}: - - 
Pcrtindakan 45.000 

1.1.Gigi Sulung/Susu 
1.2.Gigi Pcrmancn: 

· Extraksi Biasa. 60.000 ·Extraksi 112.500 Den~an 
Kornpli siringan 

225.000 · Extraksi Dengan 
Komplikasi sedang 

· Extraksi Dengan 375.000 
Komplikasi berat 

- - 
I Tamoa an Glass lonomcr: ~ 

2 Pertindakan 
2. J .Cavitas sedang 75.000 
2.2.Cavitas berat 112.500 

3 Perawatan Syaraf Gigi: Pcrtindakan 
3. l.Buka Pulpa, Pcngisian 112.500 

Saluranakar. 
3.2.Gantiobat, PulpCapping, 37.500 

Tarnbal 
4 Alvelectomy Per Regio. Pcrtindakan 150.000 
5 Hecung Pertindakan 60.000 

EReposisi Mandibula - ... 6 Pertindukan 225.000 

11. Pelayanan Tindakan Biasa/Sederhana Gigi dan Mulut: 

80 

Bronkoskopi +ckstraksi Benda r Pertindakan 1.300.000 
Asing 

36 Pasang Mekanikal Ventilator 
Cabut Mekamkal Ventilator ... 

37 
38 Korcksi elektrolit Pert indakan 
39 Pasang UVC Pcrtindakan 
40 AITTJVC Pertindakan 
41 Pasang CVC/PlCC Pertindakan 375.000 
42 AITCVC PICC Pertindakan 125.000 
43 Pasang CPAP Pcrtindakan 200.000 
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I} Dipindai dengan CamScanner 

1 Anak - Hernia tanpa komplikasi Pertindakan 2.250.000 
- Hidrokcl Pcrtindakan 2.250.000 

2 Digesti - Apenclcktomi Akut, Pertindakan 2.250.000 
Fisrulektorni. Pertindakan 2.250.000 

- Hemoroidektomi. Pcrtindakan 2.250.000 
- Herniatomi, Pertindakan 2.250.000 
- Kolostomi. Pertindakan 2.250.000 

a. Jenis Tindakan Mcdik Operatif Kecil.: 

·- 
NO J ENIS PELA YANAN SATUAN TARIF 

1 Kecil Perlindakan 2.250.000 
2 Scdang Pertindakan 3.250.000 
3 Besar Pertindakan 4.750.000 - ·- 
4 Khusus Pertindakan 5.000.000 

14. Pelayanan Tindakan Medik Opcratif 

~ - ~ 
NO. JENIS PELAYANAN SA TUAN TARJF 
1. 

--- 
Persalinan Normt-1FOlch Bidan 1.500.000 Pertindakan 

2. Persalinan Normal Olch Pertinda kan 2.000.000 
- doktcr Socsialis 

3. Persalinan Patologi Pertindakan 2.000.000 ·- 4. Kurctase Pertindakan 1.950.000 
5. SC 1Sc sio Cacsaria) - ·- 5 850.000 Pcrtindakan 
6. -Suntikan h"B Pcrtindakan 32.500 - 7. Pasang Implan. Pertindakan 97.500 
8. Caout rrnpran. Pertindakan 65.000 
9. Cabut Pasang Implan. Pcrtindakan 130.000 
10 Pasang IUU. Pertindakan 325.000 
12. Cabutan IUu. Pertindakan 325.000 
13. caout Pasang IUU Pcrtindakan 390.000 
14 - ~ 

ManuaJ Plasenta: Pertindakan 
-Tanpa Anastesi 650.000 
· Dengan Anastesi 1.950.000 

15. 'Vagma Toucher (V IJ Pcrtindakan 26.000 
16. Kompres1 81manual Pertindakan 71.500 
17. Pemasangan Tampon Pertindakan 26.000 ~ 
18. Oks1tosm unps Pcrtindakan 26.000 

13.Pelayanan Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya: 

5 
6 
7 
8 

225.000 
300.000 
375.000 
450.000 
750.000 

1.050.000 
6.000.000 

Pertindakan 4 

Perl indakun 
Pertindakan 
Pcrlindakan 
Pertindakan 

'S<'filling [Rnlinng Atas dan 
Bawah]: 
4.1. Scalling 1 [Ringan] 
4 2. Scalling 2 [Scdang] 
4.3. Scalli1;~ 3 (Bernt}. 

""'Et1uc casi crsta Raheng 
G1g1 Tiruan Lcpas/Elcmcn 
OrU10 Lepas /Rahang 

........::..-- Or L ho Lekat Rahang ------ 
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3.250.000 
3.250.000 

Digestive Pertindakan 
Pertindakan 

- Hernia dengan 
- Hypospadia. 
- Rawat 
- ornphaloceledangast 

roschisisSirkumsisi 
dengansednsi phomo 
sis & Paraphimosis __ -+-------1-------­ 

- Apendektomi Perf orata 
- Hernialncarcerata 

Anak 3.250.000 
3.250.000 
3.250.000 
3.250.000 

Pertindakan 
Pertindakan 
Pertindakan 
Pcrtindakan 

J 

b. Jcnis Tindakan Medik Opcmtif Scdang. yaitu: 

Bed ah 
Thorax 
Kardiovaskuler 

8 - Tension Pncumothora 
(needle Thoracosintes 

. Thoracosintcsis Open 
Pneumo thorax 

Urology 7 

Plastik 6 

Onkology 5 

Obgyn 4 

Gigi dan Mulut l~nuclcati • Kista, 
L~cochliasi. 
Extlrpasi Tumor. 
Marsupialisusi Ranul 
Odontectorny lcbih 
dari 2 elcmcn. 
Reshaping untuk 

· Eksiai/Konisasi. 
· Laparatorny Pcrcobaa 
· Sirklasc. 
· Vacumekstrasi ----~- Biopsidalarn Narkosc 
- Urnum 

Fibro Adcnoma 
· Fraktur Sedcrhana O 
. Nasal 

Kelaianan 
- Jari/ Ekstrernitas 

(Pol idaktili, 
. Sindaktili, 
. Contruction Hanf) 

scderhana. 
Labioplastyunilateral. 
Repair Iuka robck 
sederhana pada 

-------+-- 
. Biopsi Prostat. 
· Biopsi Testis. 

Meatotomy. 
. Sirkurnsisi dcngan 

Phymosis. 
- Sistostomi. 
· Sistoskopi 

Pcrtindakan 2.250.000 
Pcrti ndakan 2.250.000 
Per tindakan 2.250.000 

a. Pertindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 

·- Pertindakan 2.250.000 
n. Pertindakan 2.250.000 

Pertindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 

- - 
s Pertindakan 2.250.000 

Pertindakan 2.250.000 
Pertindakan 
Pcrtindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 
Pcrtindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 

Pertindakan 2.250.000 
Pcrtindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 
Pertindakan 2.250.000 

Pertindakan 2.250.000 
Pcrlinda.kan 2.250.000 

x Pertindakan 2.250.000 
is) 

Pcrtindakan 2.250.000 

- 

3 
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-- - 
7 Plastik - Debridcmcnt Iuka bakar Pertindakan 3.250.000 

- Fraktur Rahang Pcrtindakan 3.250.000 
- Sederhana. Pertindakan 3.250.000 
- Kontraktur. Pertindakan 3.250.000 
- Labioplasty Bilateral. Pertindakan 3.250.000 
- Opcrasi Mikrotia. Pertindakan 3.250.000 
- Palatoplasty. Pertindakan 3.250.000 
- Repair Luka Pertindakan 3.250.000 
- Wajah Pertindakan 3.250.000 

Komplcks. 
Repair Tendon 
Jari/Tendoplas 
ty. Skingrafting . . . 

8 Urology - Orchidectomy Pertindakan 3.250.000 
- Spermatocele. Pertindakan 3.250.000 

Lukatusukalxlomen -l Pertindakan 3.250.000 
(Lokal Explorasi) 

·~ 
3 Gigidan Mulut - Blok Rescctie I Per ti ndakan 3.250.000 

- Ext irpatic Plunging Pertindakan 3.250.000 
- Ranula, Pertindakan 3.250.000 

Fraktur Rahang Pertindakan 3.250.000 
Simple. Reposisi 
Eixaiie 

4 Obgyn - Adenolisis Pertindakan 3.250.000 
- I~norasiVaginn. Pertindakan 3.250.000 
- Hysterectomy Parsial. Pertindakan 3.250.000 
- Kehamilan Ektopik Pertindakan 3.250.000 
- Terganggu. Pertindakan 3.250.000 
- Kistcktomy. Pertindakan 3.250.000 
- Kolpodeksis Pcrtindakan 3.250.000 
- l. Pcrtindakan 3.250 000 
- Manchester Pertindakan 3.250.000 
- Fortegil. Pertindakan 3.250.000 
- Myomcctomy. Pcrtindakan 3.250.000 
- Repair Fistcl. Pcrtindakan 3.250.000 

Salpingofortckt Pertindakan 3.250.000 

·- .. .......,· n_, 
s Onkologi - Caldwell LucAnthrostomi Pertindakan 3.250.000 

- Eksisi Kclcnjar liur Pertindakan 3.250.000 
- Subrnandibula. Pertindakan 3.250.000 
- Eksisi Kista Pertindakan 3.250.000 
- Tiroglosus. Mastcktorni Pcrtindakan 3.250.000 
- Subcutaneus. Pertindakan 3.250.000 
- Potong Flap. Pertindakan 3.250.000 
- Scgmcntektomi. Pertindakan 3.250.000 

Tcacbeoc.:.tnmi 
6 Orthopedi - Amputasi Transmeduler Pertindakan 3.250.000 

- Disartikulasi. Pertindakan 3.250.000 
- Reposisi Pcrtindakan 3.250.000 

Fraktur / Dislokasi 
-Dcngan Nakrosc Pertindakan 3.250.000 
Fixasi Intema yang 
Komp le ks (tidak 
termaalat] 
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- 1 Anak - Atresia Ani, Pertindakan 4.750.000 
2 Digestive - Eksplorasi Koledokus. Pertinda kan 4.750.000 

- Heniaotomi Bilateral. Pertindakan 4.750.000 
- Kole sis tektorni. Pertindakan 4.750.000 
- Laparatomy Eksplorasi. Pertindakan 4.750.000 
- Rescksi Anastomosis. Pertindakan 4.750.000 
- Transeksi Esofagus. Pertindakan 4.750.000 - - 

3 GigidanMulut - Arthrosplsty. Pertindakan 4.750.000 
- Fraktur Rahang Multiple. Pertindakan 4.750.000 
- Orthognatie Surgery. Pertindakan 4.750.000 
- Rcsectie Rahang. Pertindakan 4.750.000 

4 Obgyn - Hysterectomy Total Pertindakan 4.750.000 - Laparatomy VC. Pertindakan 4.750.000 
- Operasi Perineum. Pcrtindakan 4.750.000 
- Operasi Tumor Jinak Pertindakan 4.750.000 

Ovarium. 
- Reseksi Adenomiosis. Pertindakan 4.750.000 
- Salphingo Phorectomy. Pertindakan 4.750.000 

Pertindakan 3.250.000 

Pertindakan 1 3.250.000 
Pcrtindakan I 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pcrtindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 

Pcrtindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250 000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pcrtindakon 3.250.000 
Pertindakan 1.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 
Pertindakan 3.250.000 

1 1 

c. Jenis Tmdakan Medik Opcratif Bcrat,yaitu: 

Bedah Saraf 

10 Pncurnothorax 
Hemotothotax 
Diabetic foot 
(debridcmen) 
Pernasangan 
akscsvenascntral 
(D.ou ble.lirnen 
Debridemcnt 

Reposisilris 
Operasi Pterigiurn. 
I leering Kornea 

Mata 9 
---1-------1-~-~ ~-- 

Open Renal Biopsi. 
ureterolysts. 
U1 eterostomy. 
Drainage 
Per ,ureter. To, sio 
Testis. Korcksi 
Priapisrnus 
Vasografi. 
Peuektomi. 
EksisiChodce. 
Vesicili thot om i 
(ScctioAlta) 
Varicocctc/Palomo. 
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r Onkology " ... 
5 Amputasi Ekslsi Kista Pcrtindakan 4.750.000 

- Br onch iogenik, Pertindakan 4.750.000 
Ekaisl Mamma Abcran. Pertindakan 4.750.000 
l lcmogloscktomi. Pertindakan 4 750.000 - lsthobektorni Pertindakan 4.750.000 
Mandibulektomi 

- MarginaJis. Pertindakan 4.750.000 
- Masilcktomi Partialis. Pert.indakan 4.750.000 

Mastcklomi Simpleks. Pcrtindakan 14.750.000 
Parotidcktorni. Pcrtindakan 4.750.000 
Pcmbcdahan 

- Komparternental. Pcrtindakan 4.750.000 
- Salpingo Ophorcktomi Pcrtindakan 4.750.000 

Bilateral. Pertindakan 4.750.000 
rn:"'Od,.l,t nmi ,- - 

6 Orthopedi - CTEV. Pcrtindakan 4.750.000 
- Open Reduksi Frakt.ur Pertindakan 4.750.000 

7 Plastik - Eksisi Hernangioma Pertindakan 4.750.000 
Kornpleks 

- Fraktur Pertindakan 4.750.000 - Maks ii a/ Zygoma. Pertindakan 4.750.000 - Kontraktur Komplcks. Pertindakan 4.750.000 - Labiopaltoplasti Bilateral. Pertindakan 4.750.000 
Rekonstruksi 
Dcfek/ Kelainan Tubuh - yang kornplcks. - Salvaging Opcrasi Mikro. Pertindakan 4.750.000 
Skingrafting yang luas. Pertindakan 4.750.000 
-----· 8 Urology - Divertikulektomi Pcrtindakan 4.750.000 

- Enuklcasi Kista Gimja) Pertindakan 4.750.000 
- Fistula Etcrovcsika Pertindakan 4.750.000 
- Internal Urcthrotomi Pertindakan 4.750.000 
- Lithrotipsi Pcrtindakan 4.750.000 
- Nefropexie Pcrtindakan 4.750.000 
- Operasi Pcyronie Pcrtindakan 4.750.000 
- Orchidcktomi Ligasi Tinggi Pertindakan 4.750.000 
- Orchidopcxi Pcrtindakan 4.750.000 
- Prostatektorni Pertindakan 4.750.000 
- Rctropubik Psoas Hiscth Pertindakan 4.750.000 
- /Boari Flap Pertindakan 4.750.000 
- Pyelolithotomi Pertindakan 4.750.000 
- Pyeloplasty Pertindakan 4.750.000 

...,, t . ........ ' - Rekonstruksi Vesica Pertindakan 4.750.000 
- Reparasi Fistula Vesici Pertindakan 4.750.000 - Vaginal Pertindakan 4.750.000 
- Reseksi Partial Vcsica Pertindakan 4.750.000 
- Reseksi Urachus Sistoplasi Pertindakan 4.750.000 
- Reduksi Uretero Pertindakan 4.750.000 
- Sigmoidostomi Urctero Pertindakan 4.750.000 
- Uret:erostomi Pei tindakan 4.750.000 
- Ureterocutanecstomi Pcrtindakan 4.750.000 
- Ureterolithotorni Perti ndakan 4.750.000 

Urethrektorni. Pertindakan 4.750.000 
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1 Anak - Atresia Esofagus Pertindakan 5.000.000 
- Dunamcl Pertindakan 5.000.000 
- PSA Pertindakan 5.000.000 
- Splencktomi Partis I Pertindakan 5.000.000 ---- - 2 Digestif - Gastrcctomi Pertindakan 5.000.000 
- Kolcdoko .Jejunostorni Perundakan 5.000.000 
- Laparoskopik Pertindakan 5.000.000 
- Mcgakolon Perundakan 5.000.000 
- Miles Operation Pertindakan 5.000.000 
- Pankreatektomi Pertmdakan 5.000.000 
- Rcseksi Esofagus Pertindakan 5.000.000 
- +lnterposisi Kolon Pertindakan 5.000.000 
- Rese Pertindakan 5.000.000 
- ksi Pertindakan 5.000.000 

H<:o.a -- 
3 Obgyn - De bulking Pertindakan 5.000.000 

- Histcrcktomi Radikal Pertindakan 5.000 000 
- Laparaskopy Opcratif Pcrtindakan 5 000.000 
- Operasi Tumor Ganas Pcrtindakan 5.000.000 
- Ovarium Pertindakan 5.000.000 
- Surgical Staging Pcrtindakan 5.000.000 

Vulvektorru Pertindakan 5.000.000 

4 Onkology - Deseksi Kelenjar Pertindakan 5.000.000 
Inguinal Diseksi 

- Lchcr Pcrtindakan 5.000.000 
Radikal 

- Modifiknsi/ Fungsiona Pertindakan 5.000.000 I 
- Eksisi Luas Radikal t- Pertindakan 5.000.000 - Rekontruksi Pertindakan 5.000.000 - Glosektomi Totalis Pcrtindakan Herruglosektomi "' 5.000.UOO - Pertindakan - RND 5.000.000 
- I Ierrupelvektomi Pcnindakan 5.000.000 

Maksilektomi Totalis Pertindakan 5.000.000 
- MandibuJektomi 
- Totalis Pertindakan 5.000.000 

Mandibulektomi 
- Partialis dengan Pcrtindakan 5.000.000 
- RPlrnnstn11«:i 

d. .Jenis Tindakan Medik Opcratip Khusus, yaitu: 

8t, 

g Mata l Opcrasi Kntarnk [Tidnk Pertindakan 4.750.000 
Termasuk Lensa] 

- Operasi Glaucoma Pertindakan 4 750.000 

10 Bcdah Thorax - Thoracotornyemergcncy Pertindnkan 4.750.000 
Kardiovaskulcr 
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5 Orthopedi - Amputasi Forequarter Perl indakan 5.000.000 
- Amputasi Hind Quarter Pertindakan 5.000.000 
- Arthroscopy Pertindakan 5.000.000 
- Fraktur yang Kompleks Pertindakan 5.000 000 

(F'raktur Acetabulum, Tulang 
Belakang, 
Fraktur Pelvis) 

- Ganti Scndi (Total Knee, HIP, Pcrtindakan 5.000 000 
Elbow) 
Tidak termasuk alat 

- Microsurgery Scoliosis ertindakan 5.000 000 
- Spondilitis ertmdakan S 000 000 

6 I Plastik - Fraktur Muka Multiple (tanpa Pertindakan 5 000.000 
Miniplate Screw) 

- Free Flap Surgery Pert.mdakan 5.000.000 
- Fronto - Pertindakan 5.000.000 

Orbitaladvancemenlpada 
Craruosynosstosis 

- Le-Ford advancement Surgery Pertindakan 5.000 000 
- Orthognatic Surgery Pertindakan 5.000 000 

Replantasi Pertindakan 5.000 000 

7 Urology - Adrenalektorruabdorninotorakal Pertindakan 5.000 000 
- Bladder Nccklncisron Pertindakan 5.000.000 
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Pcrtindak 
Pcrundak 

Pcrtindak 

Pertmdak 

TUAN TARIF 
dakan 22.500 

indakan 22.500 
mdakan 45.000 
· dakan 22.500 

SA 
ertm 
ert 
ert 
erun 

kun 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
knn 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 
kan 5.000.000 

an 5.000.000 I 
an 5.000.000 
an 5.000.000 
an 5.000.000 
an 5.000.000 
an 5.000.000 
an 5.000.000 

an 5.000.000 

- - - an 5.000.000 

an 5.000.000 
an 5.000.000 

Pcrtindn 
Pert inda 
Pertinda 
Pertinda 
Pcrtinda 
Pertinda 
Pertinda 
Pertinda 
Pertinda 
Pcrtinda 
Pertinda 
Pertinda 
Pcrt inda 
Pcrtinda 
Pcrtinda 
Pcrtinda 
Pertinda 
Pcrtinda 
Pertinda 
Pertindak 
Pertindak 
Pcrtindak 
Pertindak 
Pcrtindak 
Pcrtindak 
Pertindak 

NO JENIS PELAYANAN 

I 1 AJbumin p 
2 Reduksr p 
3 Bilirubin p 
4 , Urobilin p 

SEDERHANA. Ill Pcmcriksaan Urine: 

15 PEMERIKSAAN LABORATORJUM 

PELAYANAN LABORATORIUM DAN PENUNJANG DlAGNOSTIK 

Diseksi KGB Pelvis 
- Divert.ikulcktorni Vesica 
- Epididimovasostorni 
- Explorasi Testis 
- microsurgery Extended - Pyclolithcktomi (Crilvcmc) 
- Horseshoe Kidney - Koreksi Ileal 
- Condoit (Bricker) 
- Limfadenektomillcoingui - nal Limfadcncktomi - Retroperi lone al - 
- Longi l udi nal 

- Nefrolithotorm (Kadel) 

- Mikrosurgery Ligasi Vena 

- Spermatika 

- Ncfrcktomi Partial Nefro 

- Urcterektomt Ncfrostomi 

- Percutan 
- Percutancus 

- Nephrolithostripsy (PCNL) 
- Radikal Cystektomi 

- Radikal Nefrektomi 

- Radikal Prostatektomi 
Rckontruksi Renovaskulcr 
Repair Vesico Vaginafistel 
Complex 
RPLND 

8 Mata - Pcngangkatan Bola Mala 
{Episerasi) 

9 Bed ah - AV. Shunt (Cimino) 
KardiovaskuJ 

10 Bedah Saraf - Craniectomy 
- Burr hole 

-RI! 
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7 Tn 
8 SG 

TARIF 
5.000 

.000 - 

.000 
000 
000 
500-- 
000 
000 

JENIS PELA YANAN SA TUAN - - ...__ 
OS Pcrtindakan 4 
D 2 Jam PP Pertmdakan 45 
D Puasa Pertindakan 45 
lesterol PertindakMj 45 

DL Pertmdakan 48 
L Pertindakan 52 
ghsenda Pertindakan 45 
,OT Pertindakan 60 

NO+ 
1 G 
2 G 
3 G 
4 

5 
6 

16 PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDANO (l) 
Perneriksaan Darah 

12 
trip 

1 1 

Cairan Asites. 
7 M ikrofilaria ....:.;;_------------------------~ 8 DOR 
9 
10 

NO JENIS PELAYANAN ~--------------~ 1 Galon an Darah 
2 

1 
Sputum BTA 1 x 
Sputum BTA 3x +- 
Feses. ,._ _ 
Carran Pleura. 

I SA TUAN _] TARlF 
Pertindakan 22.500 
Pertindakan 22.500 
Pert.mdakan 60.000 
Pertindakan 30.000 
Pertindakan 52.500 
Pertindakan 52.500 
Pertindakan 45.000 
Pcrtindakan 30.000 
Pcrtindakan 37.500 
Pcrtmdakan 30.000 
Pcrtmdakan 30 000 

Pcrt.mdakan 52.500,- 
Pertindakan 37.500,- 

37.500, 

131 Pcrnenksaan Laboratorium Lamnya 

NO ,JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF 
I _LED/BBS. Pcrtmdakan_ I 22 50-0===~ 
2 Hemoglobin Pertmdakan 22 500 ~~-------------------------+- 3 Lckosit Pertindakan 2:.2.500 
4 Eritrosit. Pertindakan 22.500 
S Trombosit. Pertindakan 22.500 

~ Hcmatokrit. Pertindakan 22 .500 
7 CT Pertindakan 22 500 
8 BT Pcrtindakan 22 500 
9 Diffcrencial Count Pertindakan 22.500 

(21 Pcmeriksaan Darah: 

( 5 j Sedimen Urine T Pcrtindakan I 17 500 =:J 

.l(Q. 
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l- oo 000,- 
50.000,- 
00.000,- 
05.000 
5.000 
0 000 
25.000 
75 000 

TARIF 
25 000 

-- NO JENfS PELAYANAN SA TUAN 
l Elekcrolit Pertindakan 2 
2 Narkoba: Pertmdakan - - 1 parameter Pertindakan 1 - - 

- 3 .e_arameter Perundakan 2 - 5 parameter Pertindakan 4 - - 3 Sperrnahsa Pertmdakan I - 
4 Cross Matching Pcrundakan 7 -- 5 -~ DarahTeei Pcrundakan 6 
6 HIV/AIDS Pertmdakan 2 
7 Pap Smear Pertindakan 3 - 

17. PEMERIKSAAN LABORATORIUM CANGGIH: 

SATUAN I TARJF I 
ertindakan_~ 52.500 
erundakan 120.000 
crtindakan 120.000 
crtindakan 52.500 

45.000 
erundakan 60.000 

NO JENIS PELAYANAN 
1 PST p 
2 HBsA_g p 
3 Anti HBs p 
4 Widal p 
5 VDRL . p - 6 ASTO p 

(41 Pemeriksaan Serologik: 

I ~ENIS P~LAYANAN ==i SAT_U_AN_-+ TARIQ 
_ Darah Lcngkap ===1 Pertindakan 97 5~ 

(31 Pcmcriksaan Darah Lengkap : 

NO ,JF.NIS PELAYANAN ----~--- ____ I_Urine Lcngkap I 8ATUAN TARW 
----- Pcrtmd_a_k_a_n _ _._6_7-.5-0_0_ 

(21 Pcrncriksaan Urine Lcngkap: 

ll S<,PT 
10 HiLTotal 
1 1 Bil.lndirck 
12 Ureurn 
13 Krcatiriin ---- 14 Asam Urat 
15 Albumin 
16 Protein Total 
17 Fosfarasc Alkali 

Pcrtindakan 45.000 
Pert indakan 45.000 
Pc, tincJakun 45.000 
Pertindakan 52.500 
Perl inda kan 45.000 ------- Pcrtrndakan 45.000 
Pcrtmdakan 45.000 ------ Pcrtinclakan 45.000 
Pcrtindakan 45.000 __________ _.__ __._ _ 

.911. 
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ELAYANAN _;..;..... _ 
NO 

SA TUAN TARIF 
ertindakan I 20.000 

Pertindakan 225.000 
Perundakan 105.000 ..;_,_~--! 

4 Antebrachu Perundakan 135.000 ~---------- 5 Clavicula crundakan 105.000 
6 Cruris Pertmdakan 135 000 -------------~~--------------------~-- - 7 Dental Gi i Pcrtindakan 60 000 ----------+--- .,_8 _ _,. Digiti L Phalanges Pcrtindakan 112 500 
9 Elbow Joint Pertindakan 112 500 
l O Femur crtindakan 135.000 1-----+--------------------------------+-----~ I J Hip Joint ertindakan 135.000 ------ -~ ---~ 12 Humerus 127.500 ---- 13 Knee Genu Joint i:.erl!.!l_dakan_~13.;;_5;;;....--=-0--=-0...::...0 __ ~ 
14 Mandibula ~Pcrtindakan 142.500 
15 Manus Pertindakan 112.500 1-----1-------------------------------- 16 Mastoid ertindakan 1 12.500 
17 Nasal Pertindakan 90.000 ----- 
18 Panoramic Pcrtindakan 135.000 
19 Pcdis Pertindakan 142.500 -1-----4 

20 Pclv_is_' --------------- ,Pcrlindaka_n-1-1_2_7_._5_0_0 1 

_2_1_-t-Sefalom __ e_tn_· ---------- tcrtindakan 135.000 
22 Kepala AP+ Lateral Pertindakan 142.500 
23 Shoulder Joint Pertindakan 142.500 ;...,;;.;.;..;...;...~~----------------J..- 
24 . Smus ParanasaJ/SPN Pertindakan 105.000 
25 Thoraks Anak f ertrndakan 97 500 
26 Thoraks O_c_wasa _ __ crtindakan 120 000 
27 Vertebra Torakolumbal/ Lumbosakral ertindakan 180.000 
28 Wnst Joint Pertindakan 112.500 .__ _ _._ ·=.;...&.....;...;;,,.;;;..~~--l 

NO JENIS P 
1 Abdomen PolosLB 
2 Abdomen 3 Pos1s1 

I 3 Ankle Joint 
, ' 

(1) PEMERIKSAAN RADIO DIAGNUSTlKNON-KONTRAS 

19. PELAYANANRADIOWGI 

375.000 Kantong Darah 
TARIF' SA TUAN 

Pcrkantong 
NO JENIS PELAYANAN 

18.PEMBAYARAN KANTONG DARAH: 
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3 
4 

[_@_ '. JENIS PELAYANA_N SATUAN 
1 Snozelern Room 

~t·ns0ri lnu~ aJ 
wuh..in Aktifitas Kehidupan sehari-hari 
Pro r Bodv 1 e kani.k 

(21 Pemcriksaan Okupasi Terapi Perhari: 

11_.i._;,~...:..;_~------------ 
10 

8 
7 
6 

JE 'IS PELAYA AN SATUAN TARJF 
Diat herrnv Tcrap1 Pcrtindakan 82 500 
Manual Tc~i Perundukan 37 500 
Infra Red Ra)'S IRJ~) Perundakan 82 500 
Faradisasi Pcrtindakan 60.000 
Tm.ksi LumlmJLCc·rvical Pt·rt i nd.ikan 90.000 
Exercuse Tera_P-_1 _ Pcrtuidakan 90 000 
Ultra Sound Diatermi Perundakan 75 000 
Hidro Terapi Perund .. ikan 75 000 
Laser Tern I P .rundakan 75 000 
Parafin Bath Pertrndukan 75.000 -- Ultraviolet Perundakan 90 000 

4 
5 

3 

20.PELAYANAN REHABTUTASI MJ~DIK: 
( I) Pcm eriksaan Pisioterapi: 

NO JENIS RETRlBUSl 
1 EKG El ·ktro Kard10gr:afi} ..._ 

SATUAN ~TAR~ 
Pert1~dak~O 00~ 

14) PEMERIKSAAN EKG (Elektrokardiografi): 

NO I JENlS PELAYANAN ~ATUAN l_j'ARIF_j 
USG(Ultra Sono~~a_fi..L.1) Pcrtmdakan -[~5 ooo_J 

131 PEMERIKSAAN USG (Ultra Sonografi): 

TARJF 
375 000 
630 000 
675.000 

SATUAN 
Pertindakan 
Pertindakan 
Pertindakan 

- xo JENIS PELAYANAN ...... 
1 IVP 
2 Colon 
3 HSG - 

(2).PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK DENGAN KONTRAS 
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NO ,JENIS PELAYA 'AN SATUAN TARlF 
Mooir'Amoulanci·/Mo61J .Jena~.ali. 
- 0 KM - 5 KM KM 150.000,- - pcnambahan 5.000,- setiap 

jarak 1 kilometer 
2 -:Jasa Laundry/Pasren Perun it 20.000 - 

Jasa clayanan Fannas1: 
J - obai jadi. Per item Obat 3 000, - obat racikan. Per item Obat ~000, -~ 
4 um. 

J Perliter 75.000 
5 Perhari 150.000 

23. LAIN-LAIN: 

Perhari 1 Biava Makan pasicn 
SA TUAN NO JE IS Pl-:t.AYANAN 

22. PELAYANAN BIAVA MAKAN PASJI::N PERPASIEN: 

HBOT 
SA TUAN TARIF 

450.000 Perhari 
NO JENIS PELAYANAN 

2 I. PELAYANAN CHAMBERS/HBOT [Hypcrbarik Oxygen 
Therapy): 

7 ScndaJ 
6 Sc atu 
S Kaki Palsu dibawah Lutut Pcrunit 10.500.000 

Peru~- f 750.000 
Perunit L 900.000 .__ _ __.._ _._ __ 

NO T ,JE•:NIS PELAY ANAN SATUAN TARIF ---- ] Cruk Perun it 900.000 ~-- 2 Tan an Palsu Standar Perun it 10.500.000 
3 Tang~ Pa_ls-u_S_'_ili_k_on P_erunit 24.000.000 
4 Kaki Palsu di atas Lutut Perunit 22.500.000 

131 Pcmeriksaan Ortctik Prostetik: 

90.000 R 

5 T Pcmbuatan Alat Lont.ar dan AdaE_l.c'lsi A lat Perpasicn 
6 Analisa Persia_2_a_n_K_·e_r..,_j_a ~ PerP.asien 
7 l..atihan Rclaksasi --~_._P_e_r,rnsien 

Analisa dan Intcrvensi Perscpsi, Kognitif, Pcrpasien 
Psikornotor 

495.000 
75.000 
75.000 

.()J. 
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c PELAYANAN PASAI~ 

No I .Jenis Bangunan Tarif I Saluan-- - 

1. Kios 2000 Hun 

2. Los 1.500 Pcrpasar 

a, Pclataran 1000 J Perpasar 

- 
NO OBJEK RETRJBUSI SATUAN TARJF 

a- 

1 2 3 4 .._ - - 
1 Rumah Tangga Bulan/KK Rp. 10.000 

-- 
2 Kos Kosan Bulan Rp. 35.000 

3 Toko/ Ruko/Wanmg Bulan Rp. 15.000 
- 

4 Salon/ Tukang Cukur / Pcnjahit Bulan Rp. 10.000 

- - ~ 
5 Toscrba/ Mini Market Bulan Rp. 125.000 

- 
6 

Rumah Makan Restoran Bulan Rp. 35 000 

7 Sckolah/ Pcsanrren, Madrasah Bulan Rp. 15.000 
clan Perkantoran ,_ 

R Hotel/ pcnginapan Bulan Rp. 75 000 
-- 

q Bengkel Motor/ Mobil Bu Inn Rp. 15 000 
- - - 

RSUD/PKM/Rumah Bulan 
10 Sakll/ Klinik / Apobk Rp. 20 000 

- ~ - 

8. PELAYANAN KEBERSIHAN 
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B. Penv .diaan T zrnpat P ngginapau/Pcs 111gganihan/V1l,t 

SARA 'A 
NO /PRASARA 'A SATUAN WAKTU TARIF' 

Perhnri 050 000,- 
l. Vila Pantai Mut.iara Karnar Standar Perhari 450.000,- 

2. V1l.1 kamarna Karnar Siandar Pcrhari 450 000,- 
~1ckar 

:1. \, 1IJ wantopi Kamar Standar Perhari 450.000 
Mu tiara 

4. Me~ Pernda Kamar Pcrhari 150.000,- 

NO .J E.NI.. LA YANAN TARIF SATUAN 

I. Truck dengan 15000 Pcrkendarean / Sekali 

gandcnganjtrailcrj'kontaincr Parkir 

2. Bus/ truck tanpa gandingari/ 10000 Pcrkendaraan/Sckali 
rnobil box Parkir 

3. Sedan, jeep. minibus, pick up, s 000 Pcrkendaraan/ S~kali 

dan scjcrusnya Parkir 

4. Kendoraan bcrrnotor rodn 2 don 2.000 Perkendaraan / Sekali 

roda 3 Parkir 

A. Pcnyediaan Tempat Parkir Khusus Di Luar Badan .Jalan 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRJBUSI JASA USAHA 

LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

NOMOR l TAHUN 2024 
TENT ANG 

PA.JAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

.1)5. 

https://v3.camscanner.com/user/download


I} Dipindai dengan CamScanner 

NO J cnis/tirc """'""l Iurif 
l'anah keperluan indu tr) -- I. Mct1:r/lah~ __ 5.000 

"I r anah kcpcrluan Mctcrv'tahun -· 3,000 perdagangan 
.. 1 anah keperluan o ial, Meter/tahun - _,. 

pcrtanian. perkebunan 2.000 
dan lainnya 

4. Tarrah uruuk reklarne \lcter/hari - 

(Bil LBO \RD 1 .80() 

D. Pemanfaatan Aset Daerah 
l . Sew ,1 Tnnab / Lahan 

- - 
1 Pantai Mutiara 

- -- ·~ ,_ 
I ) Tiket masuk: 

-- a. Dewasa 5,000 orang 

b. Anak 3,000 orang 
- - ~- ·- 

c. Wisatawan asing 50,000 orang 
~ -- 2) Sewa gazebo: 

- 
a. Besar 50,000 Unit/kali 

b. Kecil 30,000 Unit/kali 

2. Pantai Maaobu 

1) Tiket masuk: 

a Dewasa 5,000 orang 

a. Anak 3,000 orang 
- - 

b. Wisatawan asing 50,000 orang 
-- 2) SeY.'3 gazebo: 

-- - -~ -- 
u. Be ar 50,000 Unit/kali 

-~ ~- b. Kccil 30,000 Urnt/kali 
-~ 3. .Jet sky 

-~ - 

a. Pcngguna Um~!11 _ 200.000,- 15 Mcnit 
- 

b. Pcngguna Mancancgarn 500.000,- 15 Menit 
- 

C. Pelayanan Tcrnpat Rck:rcasi, Pariwisata, dan Olahraga 
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j 

3. Scwa Alat/ Kt ndr raan 

No Sut uan Tarif 

1. Vibration roller (CB34H) flan 2.800 000 

2. Vibration roller CS5331': I las i 3.000.000 

3. Excavator 3200 I Iari 3.500 000 
4J. Grcadcr Hari 4.200.000 
5 Dump truck Hari 500.000 
b. Loader 914G Huri 2,650,000 
7. Pneumatic Tire Roller Hari 2 100.000 

Tandem Hari 2 200.000 
0-20 km 1.800.00 

Tron to 20-40 km 2.750.000 
40-70 km 4.000.000 

Lebih Dari 70 6.000.000 

250.000 4 llangu11.rn Semi I'crrnancn 

1 

I. Gcdung Kcscniun I Iari 4.000.000 
~J"a~ang_k_a~~~~~~~-+-~~~~~~~-t-- 
<,c..:Jung Kescninn I. kudo I lnri 4 000,000 

Bangunun Pcnnnncn 500.000 

() \ .. n uan J1:1fr,./tipc 

2. Scwa Bangunan/Gcdung 

5 ATM Bank Sultra diKantor Tnhun 5, I 00,000 PKK 
6 Al 1 Bank Sultra Tahun 

diKantor Puskesmas 1,000,000 
Mawasariaka Timur 

7 AlM Bank RRI diPuskcsmas Tahun 5, I 00,000 I akudo 
8 Mc~s Buron Tcngah Karnar/hari 150.000 

9 I cnda Kcrucut 5x 'l meter Hari 500.000 

10 Parrgg ung 8~ l O Meter Hari 8.000.000 

- 11 Jetsky Pengguna Umum 15 \1enit 200.000 
Jetsky Pcngguna Manca I~ Mcnit 500.000 
Negara 
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3.500,000 Hari 
L 

10. 1 Concrete Breaker Y JB 2000 
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c. Nr 

f. LLt 

g. Jlo 

h. SHST 

I, It 
J, lbg 

k. LLt 

I. LBi 
m. lf 
n. bp 

u. Ip 

p. Fm 

c. 
d. Keierangan: 

: Nilai Rctribu 1 

: Luas Total Lantai 
. lndck Lokalitas 

: Standar Harga Satuan Tertinggi 
: Jndr:k ·1 crintegras] 

: lndeks Bangumrn Oedung Tcrbangun 
: Lum; Laniai ke 1 

: Luas Basemen ke-i 

: lndeks Fungsi 

: Bobot Parameter 
: lndeks Parameter 
: Faktor Kepemilik.an 

: L (LLi • LBi) 
. If x [ {bp x Ip) x Fm 

LLt 

It 

Rumu PerbitunQll Retribu,i 
Nllal retrihual (If r) : LLt x IOo x SBST) x It x lbC 

A. PERSETU,JUAN BANGUNAN GEDUNG 

a. BANGUNAN GEDUNG 

b. Rctribusi Bangunan Gcdung dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai bcrikut: 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRJBUSI PERJZINAN TERTENTU 

LAMPIRAN JIJ 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

.l)Q. 
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Fungsi 
U) 

Usaha 0,7 Kompleksitas a. Sederhana 
b Tidak 2 

Sederhana 
Cso a t:.,U~M- 0,5 Psrmanensi o. I\ Non 1 
Protetipe Permanen 2 

b.Permanen 
Hwuan K"un an o.s •1 Mengi Cl *)Mcogikuti 

tt 100 m• den 0,15 rebel koefisien tabel 

2 Lentai 
jumlah lantai kocf'aaien 

jwnlah 
100 m= den 0,17 lantai 

Kengzunann 

a 'egnrc 0 
b Perorangan 1 
/Bndan Usahe 

Cernpuran 
a < 500 m· 0,6 

dan 2 
Lanta1 

b > 500 m· 0,8 
dan 

Fun gs, lndeks Klasi 1 • st Bobot Parameter 

2. Jndeks Lokalitas (Ilo) 
llo ditetapkan sebcsar 0.5% (no] koma lirna persen) 

1) lndeks Terintcgrasi (It) 

Tabel lndek1 Terintegrui tit) 

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) 
SHST diperoleh secara tersisternasi rnelalui aplikasi Perhitungan Standar 
J Iarga Saluan Tertinggi yang disediakan oleh Kcrnenlerian Pekcrjaan 
Urnurn dan Perurnahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pernerintah Daerah 
melalui Keputusan Bupati 
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Jumlah Lantai Koefisicn .Jurnlah Koefisien .Jurnlah 
,Jumlah Lantai Lan Lai Lantai 

Basemen 3 lapis 1,393 + 0, 1 (n) 29 1,666 
+ (n) 

Basemen 3 lapis 1.393 30 1,676 

Basemen 2 lapis 1.299 31 1,686 

Basemen 1 lapis i. 197 32 1,695 

l l 33 l,704 

2 1,09 34 1.713 

3 i. 12 35 1,722 

4 l, 135 36 l,73 

5 1, 162 37 1,738 

b 1.197 38 1,746 

7 1,23) 3q 1,754 

8 1.265 40 1,761 

9 1,24() 41 1,768 

10 1,333 42 1,775 

1 1 1,36 43 1,782 

12 1,30~ 44 1,779 

13 1,.42 45 1,795 
M 1,445 46 1,801 

15 1,41 8 l7 1,807 
1 o l ,48' •18 1,813 
17 1,508 •l9 1,818 
18 1,525 50 1,823 
19 1,541 51 L,828 
20 l,55h 52 1,838 
21 1,57 53 l,837 
22 1,584 54 1,841 
23 l,597 55 1,845 
24 1,61 56 1 ,849 
25 1,622 57 1,853 
26 1,634 58 J ,856 
"')'"" 1,645 59 1,859 _, 
2 1,656 60 1.862 
40 1,761 60 + (n) 1,862 • 0,003(nJ 
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0,65 x 50% 0,325 
0,45 x 50% - 0,225 
0,30 x 50'Yo = 0, 150 

0,45 x 50% = 0,225 
0,65 x 50% = 0,325 

Jcnis Pembungunan ----- Bangunan Gedurig baru -------- Rchabihta 1/ Renovasi BG 
a. Scdang 
b Berat 

Pelestarian / Pernugaran 
a. Pratarna 
b. Madya 
c. Urama 

lndcks BG Terbangun 
l 

3. lndeks Bangunan Gedung Ter bangun (Ibg) 

I) Tabet lndr ks BG Terbangun (lbgJ 

Keterangan: 

0 LLi = Luas Lan lat ke 1 

0 KL = Koefisicn jumlah lantai 

0 LBi = Luas Basemen kc-i 

0 KBi = Koefisicn .Jumlah Lapis 

,.. ,fi . K . . BC - (l:(LL, x KL))+ I(L81 x KR)) - (l:(L.l.1 )C KL)) .. I(I Bl x KB)) 
l'\O( 1s1en eunggian I - (l:LLI + tLB1) - (ILL,+ tLBt) 

Keterangan: 

Untuk basemen discbut Kocfisien jurnlah lapis: 

Untuk lantai discbut Koefisicn jumlah lantai: 

Koefisicn jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis 

basemen pada bangunan gcdung. 

Diatas 3 lapis basemen, koefisicn ditambahkan 0, I seuap lapisnya. 

Diatas 60 lantai, kocfisien ditarnbahkan 0,003 sctrap lantainya. 
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Cara pcrhitungan nilai Retrihuxi PBCi 
Luas Total Lantai (LLtJ x (ind .ks lokalitus x SHST) x lndcks 

Tcrmtegrasi (It) x Jndcks BG Terbangun 
.. 36 x (0 5°0 x Rp 5.170.000, ) x 0.18 x 1 

- Rp.167.508,- 

b} Studt kasus gedung restoran baru di Kabupatcn Buton Tcngah 

Data Bangunan 

F'ungsffi : Usaha 

Luas Bangunan (Llt) : 738m2 

Ketinggian : 3 lantai 

: nilai paling tinggi 0,5%. Indcks Lokalitas 

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Knbupaten Buton Tengah 

Data Bangunan 
Fungsi : Hunian 
Luas Bangunan (Lit) : 36rn2 

K .unggian : l lant ai 
Lokasi : Kabup: ten Buron Tengah 

Kcpernilikan : pribadi 
SHS TBG Scder hana : Rp.5.170.000,· 

-- Fungsi lndeks bp x Ip Klasifikasi dan 

Fungsi Parameter 
Rum ah 0, 15 0.3 x l = 0,3 Kompleksitas: 
Tinggal 0,20 x2,00 =0,40 sedcrhana 

0,50 xl,00 =0,50 Permanensi : 
~ 2.. (bp xlp) 1,2 Permanen Kctinggian 

I : 1 lantai 
Kepernilikan . 
pcrorangan 

- 
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 
IndeksTerintegrasi (ll): 0, 15 x 1,2 x I = 0, 18 

2) Contoh Pcrhitungan Retribusi PBG 
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r No Jems 13,rngunan/Pras.irJll,J Hangunan Satuan Harga Satu.i rl 

~ 2 
3 4 5 - 

Prasarana Bangunan 
Gedu11g/8.1ngunan Bukan 
Gl•dung_ 

a. , Pagar Beton 
. 

l Konstruksi m' Rµ l L.000,· 
Perubatasj'Pengamanj' 
P.igar b. Pagar Terelis m' Rp 10.000,- 

c. Tanggul /Taiud/Bro m' Rp l O 000,- 
njong/Pengam 

I An Sungai & Kah 
d. Reco,ning Wall 

~ Hp LO OCH>.- 

I e. Turap Batas m' Rp l O 000,- 
Kavling/Persil - Kon struksi Penanda - ., a . Gapura/Cerbang m2 Rp 40 000,- .. 

Masuk 
- 

a. Prasarann Bangunan Gedung 

Cara Pcrhitungan Nilai Retribusi PBG : 

• Luas Total Lanini (LLl) x [indcks loknlims x SHST) x lndcks 

Terintcgrnsitlt] x Indcks BG T zrbangun 
738 x (0,5°/.) x Rp.5. 170.0CJ) x I ,O<J2 

• Rp.20.832.'1 l 1, 

Faktor Kcpcmilikan (Pcrorarigun] "" I 

lndcks Terintegrasi (It]: 0,7 x 1.56 x 1 ... l ,Q< 2 

Rum ah 
inggaJ 

0,3 x - 0,6 

0,20 x2,00 =0,40 

0,50 x l , 12 ... Q,Sb 

~ (bp xlp) 1 .se 

0.7 Kompleksitas: tidak 

sederhana 

bp x Ip lndcks 

F'ungsi 
ungsi Klasifikasi dan Parameter 

Permancnsi : Pcrmanen 
Kcunggian : 3 lantai 

I Kepemilikan · pcrorangan 

: Kabupaten Buton Tengah 

: pribad] 

: Rp.5.170.000,- 

: nilai paling tinggi 0,5%. 

Lokasi 

Kepcmilikan 

SHS TBG Sederhana 

Indeks Lokalitas 
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b. Sign Net/Papan ml Rp 40.000,- 
Nam a - - c. Point Of m2 Rp 40.000,- 
Interest/land 
Mork/Patung/ 
Monumen 

3 Konstruksi Perkerasan a. Jalan mi Rp 15.000,- 
(aspal,beton.grassh/ock,pa 
1.•mghlock) b. Area Parkir m:l Rp 15.000,- 

- - c. Lapangan Upacara mz Rp 15.000,- 
- - - d. Lapangan Olah mz Rp 15.000,- 

Raga Tcrbuka 
4 Konstruksi Pcnghubung .1. lernbatan ml Rp 40.000.- 

~,- ·- b. Jembatan Rp 40.000.- 
Penyebcrangan 
Laur/Pelabuhan - - ·- - ~- Box Culvert m' Rp 40 000,- 

- 
d. Sky Woll< m.l Rp 40.000.- 

-- ·- z - - 
e. Pcnghuhung m Rp 40.000,- 

8,1w.1h 
T.1n.1hL llnd,•rp_ass c Peughubung At.is m.: Rp 40.000,- 
J.11.111/ Flyuvet 

- -Konstruks1 
- . m' - E .,. Kol,1111 lfrn,111g Rp 40.000,- 

Kolam/Hr•scrvoir 
n.1w:ih ,~~ ·- -·- -- m' ~ - I, Rescrvuir B.1w,1h Rp '10 000,· 
Tanah Z'l'andon Air ·1 .111. h/'l',rndo11 Au 

·- St•ptu tank /Sumur , - - c. m Rp 40.000,- 
ltt·sap.111 

.~ -- d. Bak m' Rp 40.000,- 
Penarnpungan 

m~ -- e. H.,kKonuul Rp 40.000.- 

-· - - F Konstrukslvlenarn a. Menar.1 Antena Ill 1 Hp 350 000,- 
- b Menara Reservoir m' Rp 350 000,- 

c. Menara Air m' Rp ~iS0.000 
- d. Cerobong Asap m' Rp :JSO 000.- 
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• Silo Hcton 350.000.- e. m1 Rp 
- 

f. Si lo Konstruksi m1 Rp 350 000. 

- - - - ... !~.flJa/Besi - 
G Konstruksi Monumcn a. Tugu mz Rp 40 000.- 

b. Pa tung m:, Rp 40.000,- 

H Konstruksi a. I nstalasi Listrik m2 Rp 40.000,- 
r ostalasi /Gardu '- b. I nstatasi Tclepon/ m2 Rp 40.000,- 

Komunikasi - - c. I nstalasi m' Rp 40.000.- 
Pengol.iban -·- 

I Konstruksi a. Billboard /Pap.rn mz Rp 100.000,- 
Reklame/Papan Nama r b.- 

lkl,in/~1gn Net - Me.qatron/ m' Rp 150.000,- 
vsdeotron 

c. P<1p.10 Nama m2 Rp 100.000,- 

d. Dillboard/Papan m2 Rp 300.000.- 
lklan Iernbaran 
Pcnyeberangan - 

J Pondasi Mcsrn (diluar .i. Gcnsct mz Rp 40.000,- 
bangunan) ._ -- - h. Mcs1n Air m2 Rp 40.000,- 

1.- 

K Pekerjaan Drainase .1. S,1 I u r an A I r m' Rp S.000,- 
·- h. S,tl11r,1r1 J\11· Pas. ,nl Rp 10.000,- 

B,1tu ·- S,ilu, an 1'.1s,1n~ ·- c, m' Rp 10.000,- 
~- Br u111011g 
d. Salur an I rigaxi m' Rp 10.000.- 

- - - 
l. Konstruks1 Prasarana a. A'IM ml Rp •t0.000,- 

lainnya 
b. Pos JcJJ;;il m' Rp 40.000,- 

.... 
c Drtvethru m' Rp 40.000,- 

- -- 
cJ. Boxeks Kontaincr ml Rp 40.000,- 

·- e. Bak Sampah mi Rp 40.000.- 
- 

(. Pr-asarana Iainnya 1112 Rp 40.000,- 

- - - Yang sejerus 
M Konstruksi Lapangan a. Halaman/ m2 I Rp 15.000.- 

Rumput/RTH I Pekarangan 
Ru mah 

I b. Halaman Kantor/ m2 Hp zs 000,- 
Hotel/Pcnginap,rn 

I I I 
/Ru mah 
Mak.an/Banguna 
n 
Kornersil Iainnva 
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~ Dipindai dengan CamScanner 

TA RTF SATUAN 

US $ 100 jabatao./butan untuk 
setiap TKA yang 
dibayarkan dimuka 

8. PENGGUNAAN TE1'AGA KER.JA ASlNG 

NO JF~IC.., I AYANAN 

Pcnggunaan Tenaga Kcrjn Asing 

Kctcrangan: 

o RB = Rusak Bernt. 
o RS = Rusak Scdang 
o Jcnis Konstruksi Bangaunan lainya tcrmasuk prasarana 

bangunan gedung ditciapkan olch Pcmcrintah Dacrah. 

b w.1duk/ 

l c. Pintu Air _ __.____.___ 

N Konstruksi Bendungan a. Bandung 

c. l.apanga 
lainnya 

d. Lapangai 
Bola 

c. Lapangar 
- 

1 Golf mz Rp 35.000.- 

1 Sepak m.z Rp 35.000,- 
- 

n Rurnput mz Rp 25.000,- 

- - an m' Rp 200.000,- 
- ·- Si Lu m' Rp 200.000.- 

-- lrigasi m' Rp 200.000, 
- - -- 
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